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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DI KABUPATEN SUKAMARA
(Studi Implementasi Kebijakan Kesehatan Pada RSUD Sukamara)

Junaidin Tarigan
Universitas Terbuka
jtlingga@gmail.com

Kata Kunei: Implementasi kebijakan Jamkesda, Rumah, Sakit-Umum Daerah
Sukamara, faktor pendukung dan faktor penghambat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi
Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah“(damkesda), serta mendiskripsikan
dan menganalisis faktor-faktor pendukung, dan penghambat pelaksanaan
Implementasi Kebijakan Pelayanan Jamkesda di RSUD Sukamara.

Masalah pada penelitian ini dibafasi’ hanya pada pembahasan mengenai
gamabaran Implementasi Kebijakan'/Pelayanan Jaminan Keschatan Daerah
(Jamkesda) di RSUD Sukamara (pada ighun 2010 s/d tahun 2012). Sasaran dari
penelitian ini adalah Rumah Sakit\Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara,
dalam hal ini Direktur Rumah Sakit, Kasi Pelayanan Medik RSUD, dan Pelaksana
Teknis Pelayanan (Perawat )

Penelitian Implerheritasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di
Kabupaten Sukamara terthasuk kedalam penelitian kualitatif dengan analisis data
deskriptif. Sumber ‘datayang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.
Sedangkan tekfiik>pengumpulan data dengan wawancara mendalam (indepth
interview) dan dokumentasi.

Implemeritasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Keschatan Daerah Di Kabupten
Sukamara khususnya pada RSUD Sukamara secara umum sudah sesuai dengan
Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan Peraturan
Bupati Nomor 5 Tahun 2009, Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Daerah Kabupaten Sukamara dan Surat Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemberian
Pelayanan Bagi Pasien Jamkesda yang telah disepakati antara Dinas Kesehatan
dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara. Dari hasil penelitian yang dilakukan
dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi diperoleh beberapa faktor
pendukung  implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda) di RSUD Sukamara yaitu sumber daya (anggaran), sikap dan struktur
birokrasi. Sedangkan yang menjadi faktor kendala adalah komunikasi dan sumber
daya (sumber daya manusia).
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ABSTRACT

Implementation of Policy
Of Regional Health Insurance Service
in Sukamara Regency
(Study of Implementation of Health Policy in RSUD Sukamara)

Junaidin Tarigan
Universitas Terbuka
jt.lingga@gmail.com

Keywords: Implementation of Policy of Jamkesda, General, Hospital of Sukamara
Regency, supporting factor and unsupporting\factor,

This study was intended to describe and analyz€ the implementation of Policy
of Regional Health Insurance Service (Jamkesda){also to describe and analyze the
supporting factors and the unsupporting factors\of the implementation of Policy of
Jamkesda Service in RSUD Sukamara.

The problem of this study was limited only on the discussion of the description
of Implementation of Policy of Regional Health Insurance Service in RSUD
Sukamara (from 2010 to 2012). The object of this study was the General Hospital of
Sukamara Regency, in this cas¢ the ‘Ditector of the Hospital, Head of Administration
of Medical Services of the Hospital,and Technical Service Executor (the Nurses).

The study of thesImplementation of Policy of Regional Health Insurance
Service in Sukamara Regénecy was a qualitative study by analyzing descriptive data.
The source of the data\that’ was used was primary and secondary data sources. The
technique of data‘collecting was by in-depth interview and documentation.

The Implementation of Policy of Regional Health Insurance Service in
Sukamara Regency especially in RSUD Sukamara had been in accordance to the
Sukamara Regent Regulation Number 21 Year 2011, About the Changing of
Sukamara Regent Regulation Number 5 Year 2009, About the Manual of
Implementing of Regency Sukamara Health Insurance dan the Letter of Aggrement
about the Service for Patient of Jamkesda which had been aggreed between
Department of Health and General Hospital of Sukamara Regency. From the in-depth
interview and documentation which had been done was obtained some supporting
factors for the Implementation of Policy of Regional Health Insurance Service di
RSUD Sukamara they are sources (budget), bureaucracy attitude and structure.
Whereas the unsupporting factors were communication and human resources.
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BAB 1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Kebijakan public.
a. Pengertian kebijakan public.

Riant Nugroho D., Analisis Kebijakan Publik (2007: 218)
berpendapat bahwa kebijkan publik adalah setiap*keputusan pemerintah
yang memberikan impek pada kehidupan befsama;

Afrizal Woyla Saputra Zaini (2012) menyebutkan bahwa,
“kebijakan publik merupakan Sudtu aturan-aturan yang dibuat oleh
pemerintah dan merupakan ..bagian dari keputusan politik untuk
mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di
masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat
oleh pemérintali untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak
melakukansesuatu maupun untuk melakukan tidakan tertentu”.

Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai
solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami
dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Berikut adalah
definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik
dunia.

Thomas R. Dye (1981) menyebutkan, “kebijakan publik adalah

apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah”.

12
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Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup
yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara
sebagai pokok kajian.

Chief J.O. Udoji (1981) mendefinisikan, “kebijakan publik
sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan
tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atan sekelompok masalah
tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga
masyarakat”.

George Edward IIl1 (1980) mengemukakan, “kebijakan publik
didefinisikan sebagai apa yang dinyatdkan'dan dilakukan atau tidak
dilakukan oleh pemerintah termasuk Kebijakan public”. Merujuk pada
definisi di atas, kebijakap.publik tampil sebagai sasaran atau tujuan
program-program. Fdward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan
publik itu dapat) diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-
undangan\dalamn bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun
berupa, “program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan
pemerintah.

Woll (1966) berpendapat bahwa, “Kebijakan publik ialah
sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di
masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga
yvang mempengaruhi kehidupan masyarakat”. Dalam pelaksanaan
kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari

tindakan pemerintah tersebut yaitu: 1) adanya pilihan kebijakan atau
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keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang
lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk
mempengaruhi kehidupan masyarakat; 2) adanya output kebijakan, di
mana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah
untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan
membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi
kehidupan masyarakat: 3) adanya dampak kebijakan_yang merupakan
efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidipan-masyrakat.

Berdasarkan berbagai definisi para ghli-Kebijakan publik diatas.
dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah sebagai,pembuat kebijakan untuk mencapai
tuyjuan-tujuan tertentu di¢masydrakat di mana dalam penyusunannya
melalui berbagai tahapan

b. Tahap-tahap ddlam pérumusan kebijakan publik

Pertmusdn kebijakan merupakan salah satu tahap yang paling
penting “dalam pembentukan kebijakan publik. Suatu keputusan
kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi
untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan
yang dipilih. Demikian juga keputusan-keputusan yang dibuat oleh
pejabat-pejabat pemerintah dianggap sah, jika pejabat-pejabat tersebut
mempunyal wewenang yang sah untuk bertindak dan memenuhi ukuran-

ukuran yang diterima dalam mengambil tindakan.
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Tahap-tahap dalam perumusan kebijakan adalah:
1) Perumusan masalah.

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah
yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat
merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik
harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik
pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam
masyarakat.

2) Agenda kebijakan,

Tidak semua masalah publiK akan masuk dalam agenda
kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara
satu dengan yang laimnya.”/Hanya masalah-masalah tertentu yang
pada akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan.

3) Pemilihanaliernatif kebijakan untuk memecahkan masalah.

Sételah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik
dan“pdra perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah
tersebut kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya
adalah membuat pemecahan masalah. Di sini para perumus
kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan
kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.
Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada
pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam

perumusan kebijakan.
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4) Penetapan kebijakan.

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan
diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka
paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan
kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada
dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok
kepentingan yang terlibat dalam pembentukan-kebijakan tersebut.
Penetapan kebijakan dapat berbentuk).berupa undang-undang,
yurisprudensi, keputusan presiden,(keputusan menteri, dan lain
sebagainya.

2. Implementasi kebijakan publik;

Implementasi kebijakan,merupakan proses yang rumit dan kompleks.
Namun dibalik kerumitdan dan kekomplekannya tersebut, implementasi
memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya
tahap implémentasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah
disusun’ hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat
kebijakan. Implementasi kebijakan yang berhasil menjadi faktor penting dari
keseluruhan proses kebijakan.

a. Model implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van
Hom
Variabel-variabel kebijakan publik menurut Van Meter dan Van

Horn adalah:
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1) Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan.

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam
menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.
Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, kita
dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat
keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen,
seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang
menyatakan kriteria untuk evaluasi kebijakan:

2) Sumber-sumber kebijakan.

Pada implementasi kebijakdn Sumber-sumber kebijakan layak
mendapat perhatian, karena menunjang keberhasilan implementasi
kebijakan. Sumber-symber/vang dimaksud mencakup dana atau
perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar
implementasi yang efektif.

3) Komiunikasi‘antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat
dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu
dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat
mengetahui apa yang diaharapkan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-
tujuan itu. Komunikasi di dalam dan antar organisasi-organisasi
merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam
meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari

suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat
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menyimpangkan atau menyebarluaskan. baik secara sengaja atau
tidak sengaja.
4) Karakteristik badan-badan pelaksanaan.

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, maka
tidak terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan
sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola
hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif
yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan
apa yang mereka miliki dengan menjalafikarrkebijakan.

5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial,danpolitik.

Dampak kondisi-kondisihekonomi, sosial dan politik pada
kebijakan publik memipakan” pusat perhatian yang besar selama
kurun waktu beberapa tahun yang lalu. Para peminat perbandingan
politik dan) kebijakan publik secara khusus tertarik dalam
mengidentifikasikan pengaruh variabel-variabel lingkungan pada
hasil-hasil kebijakan. Faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek
yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

6) Kecenderungan pelaksanaan (implementers).

Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh
kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal itu
berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering
diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-
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ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang
sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan
kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-
tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut.
b. Model implementasi kebijakan publik menurut George Edward 111
Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik,
antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan
bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatinkebijakan tidak tepat
atau tidak dapat mengurangi masalah yang-mérupakan sasaran dan
kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan
sckalipun kebijakan itu diimplémentasikan dengan sangat baik.
Sementara itu, suatu kebijakan-vang telah direncanakan dengan sangat
baik, mungkin juga akan\mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut
kurang diimplementaSikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.
Menurut/t¢ori Edward ada 4 (empat) faktor atau variabel krusial
dalamnimplementasi kebijakan publik. Tidak ada variabel tunggal dalam
proses implementasi kebijakan, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan
antara satu variabel dengan variabel yang lain, dan bagaimana vanabel-
variabe] ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Berikut
adalah 4 (empat) faktor atau variabel tersebut yang mempengaruhi

kebijakan publik:
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1) Komunikasi (Communications).

Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam
proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan
kejelasan.

a) Transmisi.

Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi
kebijakan adalah transmisi. Ada beberapa_hambatan yang
timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi.
Pertama, pertentangan pendapat aftiara para pelaksana dengan
perintah yang dikeluarkan, “oleh pengambil kebijakan.
Pertentangan  terhadap  kebijakan-kebijakan ini  akan
menimbulkan hambatan-hambatan atau distorsi seketika
terhadap komunikasi kebijakan.

Kédua;” informasi melewati berlapis-lapis  hirarki
Birckrdsi. Seperti kita ketahui birokrasi mempunyai struktur
yang ketat dan cenderung sangat hirarkis. Kondisi ini sangat
mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang
dijalankan. Ketiga, pada akhirnya penangkapan komunikasi-
komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan
ketidakmauan para pelaksana untuk untuk mengetahui

persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.
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b) Kejelasan.

Faktor kedua yang dikemukakan Edward adalah
kejelasan.  Jika  kebijakan-kebijakan  diimplementasikan
sebagaiman yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk
pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana
kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus
jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan
berkenaan dengan implementasi kebijakan—akan mendorong
terjadinya interpretasi yang salah bahkarr mungkin bertentangan
dengan makna pesan awal.

c) Konsistensi.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi
kebijakan adalah “konsistensi. Jika implementasi kebijakan
ingin/berlangsung efektif, maka perintah-penntah pelaksanaan
Har@s/konsisten dan jelas. Disisi yang lain, perintah-perintah
implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong
para pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat
longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan
kebijakan.

2) Sumber daya (Resources).
Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi
kebijakan. Edward III dal.am Widodo (2011: 98) mengemukakan

bahwa, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan
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dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian
ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana
kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan
kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan
kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut
tidak akan efektif. Sumber daya tersebut mencakup:

a) Sumber daya manusia (Staff}.

Implementasi kebijakan tidak akan‘berbasil tanpa adanya
dukungan dari sumber daya ménusia’yang cukup secara
kualitas dan kuantitasnya./Kualitas sumber daya manusia
berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan
kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitasnya berkaitan
dengan jumlah“sumber daya manusia apakah sudah cukup
untuk/melirgkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya
manusia’ sangat berpengaruh  terhadap  keberhasilan
implementasi, scbab tanpa sumber daya manusia yang
profesional implmentasi kebijakan berjalan lambat.

b) Anggaran (Budgetary).

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan
dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau
kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab
tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan

berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
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c) Fasilitas (Facillity).

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu
faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan.
Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan
perlatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan
implementasi suatu program atau kebijakan.

d) Informasi dan kewenangan (Information & Authority).

Informasi  juga menjadi fakfer——penting dalam
implementasi kebijakan, terutama’”impl€mentasi vang relefan
dan cukup.

3) Sikap (Dispositions atau Attiritdesy.

Salah satu ¢fakter’” yang mempengaruhi efektifitas
implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika
implementOr setgju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, maka
mereka' aKan melaksanakan dengan senang hati. Tetapt jika
pandarigan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada 3 (tiga) bentuk
sikap atau respon implementor terhadap kebijakan: kesadaran
pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program
kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon

tersebut.
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4) Struktur birokrasi (Bureucratic Structure).

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat
dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah
karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi
berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai
hubungan baik. potensial maupun nyata dengan apa vang mereka
miliki dalam menjalankan kebijakan. Beberapa unsur yang
mungkin berpengaruh terhadap organisasi“dalam implementasi
kebijakan, yaitu:

a) Kompetensi dan ukuran staf suati badan.

b) Tingkat pengawasan hirarki terhadap keputusan-keputusan sub
unit dan proses-prases.dalam badan pelaksana.

¢) Sumber-sumber\politik suatu organisasi (misalnya dukungan
diantarajanggota legislatif dan eksekutif).

d) Tangkat'komunikasi “terbuka™ yaitu jaringan kerja komunikasi
herizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat
kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan
individu-individu diluar organisasi.

e) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat
keputusan atau pelaksana keputusan. Kebijakan yang kompleks
membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan
sumber daya akan mempengaruhi hasil implementasi.

Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi
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individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam
birokrasi.
3. Pelayanan publik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Tentang
Pelayanan Publik menyatakan bahwa:
a. Pengertian pelayanan publik
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ‘peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan gendudiak atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang, disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.
b. Penyelenggara pelayanan publik
Penyelenggara®\ pelayanan publik yang selanjutnya disebut
penyelenggara‘adalaly setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,
lembaga indepénden vang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan‘pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk untuk
semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
c. Organisasi penyelenggara pelayanan publik.
Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya
disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara
pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggara

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
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undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain
yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

d. Masyarakat

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun

penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok. maupun badan
hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik,
baik secara langsung maupun tidak langsung.

e. Standar pelayanan

Standar Pelayanan adalah tolak ukur’yang dipergunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan pelayandan, ‘dan” acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan” janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka-pelaydnan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau dan terukor.

f.  Prinsip-prinsip’pelayanan publik
1) Kesederhandan.
2) . Kejelasan.
3) / Kepastian waktu.
4) Akurasi.
5) Keamanan.
6) Tanggung jawab.
7) Kelengkapan sarana dan prasarana.
8) Kemudahan akses.

9) Kedisiplinan, kesopanan, keramahan.
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10) Kenyamanan.
4. Jaminan kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang
Jaminan Kesehatan, menjelaskan bahwa, “Jaminan Kesehatan adalah
jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah_membayar iuran
atau iurannya dibayar oleh pemerintah”.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya
disingkat BPJS Keschatan adalah Baddn ‘Hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan Resehatan. Pencrima Bantuan luran
Jaminan Kesehatan yang selanjutnya’disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah
fakir miskin dan orang tidak rhampu sebagai peserta Jaminan Kesehatan.

Tingginya bidya pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini merupakan
masalah yang ‘safigdt serius karena sangat membebani masyarakat pengguna
pelayananskeschatan sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya. Masalah
tingginya biaya pelayanan kesehatan ini semakin dirasakan setelah krisis
ekonomi melanda Indonesia karena sebagian besar komponen perawatan
seperti obat-obatan dan teknologi kedokteran masih diimpor sementara nilai
tukar rupiah kita masih rendah. Di sisi Jain kemampuan dana pemerintah
juga semakin terbatas sehingga subsidi pemerintah kepada masyarakat yang

kurang mampu akan terganggu.
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Beberapa jenis Jaminan Kesehatan yang dapat menjamin tersedianya
pelayanan kesehatan bagi masyarkat miskin.
a. Asuransi Kesehatan

Chriswardan (Ekonomi Kesehatan: 25) menyampaikan bahwa,
beban pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin hari semakin berat.
Ini disebabkan oleh beberapa faktor penting, yaitu: (1) meningkatnya
jumlah penduduk; (2) masalah kesehatan yang terus semakin besar baik
dari segi kuantitatif maupun kualitatif; (3) petkembangan teknologi
kesehatan yang semakin canggih; dan ({(4), meningkatnya demand
penduduk terhadap pelayan kesehatari yang iebih bermutu. Disisi lain,
kemampuan pemerintah untuk mehyediakan biaya kesehatan terbatas.
Oleh sebab itu, perlu adamekanisme yang mampu membantu keluarga
maupun keluarga miskin‘untuk menanggulangi kesulitan biaya tersebut.
Salah satu adaldahiderfgan asuransi keschatan.

A.A, Gd¢'Muninjaya (2004: 121), menjelaskan bahwa, “asuransi
kesehatan adalah suatu mekanisme pengalihan resiko (sakit) dari resiko
perorangan menjadi resiko kelompok™. Dengan cara mengalihkan resiko
individu menjadi resiko kelompok. beban ekonomi yang harus dipikul
oleh masing-masing peserta asuransi akan lebih ringan tetapi
mengandung kepastian karena memperoleh jaminan.

Menurut Murti (2000} Dalam Tukiran, Pande M. Kintanegara,
Agus Joko Pitoyo, M. Syahbudi Latief (2007: 97) menjelaskan bahwa,

“asuransi kesehatan adalah cara untuk mengatasi resiko dan
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ketidakpastian peristiwa sakit serta implikasi biaya-biaya yang
diakibatkannya”.

A.A. Gde Muninjaya (2004: 121) menyebutkan bahwa, “unsur-
unsur dari asuransi kesehatan adalah: (1) ada perjanjian; (2) ada
pembelian perlindungan; (3) adanya pembayaran premi oleh
masyarakat™.

Apabila dipilah menurut jenis asuransi kesehatan, di Indonesia
terdapat dua jenis asuransi kesehatan yaitu asurahsi-kesehatan individu
dan asuransi kesehatan kolektif. Asuransickesehatan individu biasanya
diperuntukkan bagi pribadi atau keluarga’ dan asuransi kesehatan
kolektif  terdapat dibanyak ‘perusahaan yang telah memberikan
perlindungan kesehatan techadap pegawainya.

Sedangkan menurut” pengelolaannya asuransi kesehatan di
Indonesia berkémbang secara universal:

1) Asuransi késchatan sosial (Sosial Health Insurance).

2)__Asuransi Kesehatan Komersial Perorangan (Private Voluntary
Health Insurance).

3) Asuransi Kesehatan Komersial Kelompok (Regulated Private
Health Insurance).

Satu hal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan program
asuransi kesehatan meliputi aspek efisiensi, standar, dan kualitas

pelayanan keschatan.
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b. Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Kementerian Kesehatan RI Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 (2009: 7) menyatakan bahwa,
“Jaminan Kesehatan Masyarakat atau disingkat Jamkesmas adalah
bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan keschatan bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu”. Program ini disclenggarakan
secara Nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan
pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.

Pada hakekatnya pelayanan kesehatan'terhadap masyarakat miskin
menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan” bersama oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
berkewajiban memberikan-kontfibusi sehingga memberikan pelayanan
yang optimal.

Penyelengparadn pelayanan kesehatan peserta mengacu pada
prinsip-prinsip:

1), Dara amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata
peningkatan derajat keschatan masyarakat miskin.

2) Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik
yang cost effektif dan rasional,

3) Pelayanan terstruktur dan berjenjang.

4) Efisiensi, transparan dan akuntabel.
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c. Jaminan Kesehatan Daerah.
1) Pengertian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009, Tentang
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten
Sukamara (2011: 26) menjelaskan bahwa, *“Jaminan Kesehatan
Daerah Kabupaten Sukamara. yang selanjutnya disingkat Jamkesda
adalah program pemberian layanan keschatan‘bagi masyarakat yang
anggarannya berasal dari Anggaran Pefdapatan dan Belanja Negara
dan atau Anggaran Pendapatan” ddn Belanja Daerah Kabupaten
Sukamara™.

2) Maksud, tujuan dan azas.
a) Maksud.

Miksdd Penyelenggaraan Jaminan Keschatan Daerah
yaitu/masyarakat Kabupaten Sukamara memperoleh jaminan
pemeliharaan kesechatan paripurna yang terkendali mutu dan
terkendali biayanya.

b) Tujuan.

Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah
adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat,
dimana kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap
individu, masyarakat, pemerintah dan swasta, sehingga dapat

dicapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
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c) Azas.

Azas pembenian Jaminan Kesehatan Daerah: (1)
menyeluruh  (komprehensif) sesuai  standar  pelayanan
kesehatan; (2) terstruktur, berjenjang dari Puskesmas Pembantu
ke Puskesmas dan ke Rumah Sakit Rujukan yang di tunjuk
{RSUD Sukamara, RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
dan RSUP Dr. Karyadi Semarang).

3) Sasaran.

Seluruh masyarakat/keluarga miskin “Kabupaten Sukamara
yang tidak terdaftar sebagai pesefta Jamkesmas, belum mempunyai
Jaminan Kesehatan (Askes, Jamsostek, Jamkesmas dan Asuransi
Kesehatan lainnya).

4) Persyaratan untuk “mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah
{Jamkesda).

Pérsyaratan Untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah
{Jamkeésda) adalah orang tidak mampu penduduk Kabupaten
S8ukamara yang tidak atau belum mempunyai Jaminan Kesehatan
(Askes, Jamsostek, Jamkesmas dan Asuransi Kesehatan lainnya).
Yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

dari Lurah/ Kepala Desa yang diketahui oleh Camat Setempat.
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5) Ruang lingkup pelayanan kesehatan.

a) Ruang Lingkup Pelayanan.

Ruang Lingkup Pelayanan Program Jaminan Keschatan Daerah
(Jamkesda) meliputi: (1) pelayanan tindakan medic; (2)
pelayanan obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai; (3)
pelayanan penunjang diagnostik; (4) pelayanan darah; dan (5)
pelayanan kesehatan lainnya.

b) Pelayanan Kesehatan Yang Dibatasi {(Pedoman Pelaksanaan
Jaminan Keschatan Daerah Kadbupaten Sukamara Tahun
2011:4).

¢) Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin (Pedoman
Pelaksanaan Jaminan-K¢sehatan Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2011%5).

d) Tatalgksana” Pelayanan (Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Keschatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011: 6).

6) ..Sumber dana dan alokasi pembiayaan

d) Sumber Dana
Sumber pembiayaan Program Jamkesda berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara
yang dialokasikan melalui DPA — SKPD Dinas Kesehatan.

e) Penyaluran Dana Langsung (Pedoman Pelaksanaan Jaminan

Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011: 9)
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fy Prosedur dan Tatacara Pembayaran (Pedoman Pelaksanaan

Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun
2011:9)

7) Alur pelayanan kesehatan program Jamkesda Kabupaten Sukamara

Alur Pelayanan Kesehatan Program Jamkesda Kabupaten

Sukamara seperti pada Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1 Alur Pelayanan Kesehatan Program-damkesda
Kabupaten Sukamara

PASIEN
PKDG g
KASUS GAWAY
{} DARURAT
4
PPK : v
PUKESMAS \ RUJUKAN RSUD PULANG
PUSTY *| sukamara |
POLINDES v
i RUJUKAN
PULANG l

Ket:

PKDG : Pelayanan Kesehatan Gratis
PPK : Pemberi Pelayanan Kesehatan
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Keterangan alur pelayanan program Jamkesda :

a) Masyarakat miskin yang sakit berkunjung ke Pemberi Pelayanan
Kesehatan (PPK): Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan
Polindes dengan menunjukkan salah satu identitas diri, Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan
Tidak Mampu (SKTM) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
dasar.

b) Jika diperlukan pelayanan kesehatan lanjutan.(mijukan), pasien dapat
diryjuk ke Rumah Sakit rujukan yang “felah ada perjanjian
kerjasamanya (RSUD Sukamara, RSUD Sultan Imannudin Pangkalan
Bun, RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya dan RSUP Dr. Kariadi
Semarang) dengan membawa.persyaratan:

v" Surat Rujukan dari Ruskesmas/ Rumah Sakit awal pasien dirawat

v Surat Ketérangan Tidak Mampu (SKTM) yang dibuat/dikeluarkan
oleh\Ldrali/Kepala Desa diketahui oleh camat setempat

v _Surat’Jaminan Pelayanan (SJP) dari Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukamara

¢} Rujukan ke Rumah Sakit berupa rawat inap dengan menggunkan
fasilitas kelas I11 (tiga).

d) Dalam keadaan gawat darurat pasien dapat dirujuk langsung ke Rumah
Sakit ruyjukan melalui Unit Gawat Darurat (UGD) dan persyaratan

menyusul.
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e} JAMKESDA bagi masyarakat miskin akan diberikan/dilayani bila
pasien membawa dan menyerahkan persyaratan sesuai dengan point b
ke tempat pelayanan sclambat-lambatnya 3 x 24 jam untuk melengkapi
persyaratan tersebut dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
peserta tidak bisa menunjukkan/membawa persyaratan, maka peserta
dianggap pasien umum (membayar sendiri semua biaya pengobatan di
RS)

f) Bila pasien meminta fasilitas diluar ketentudn program Jamkesda,
maka pasien dianggap mampu dan dianggap’ pasien umum (biaya
pengobatan ditanggung sendiri)

5. Aplikasi manajemen di Rumah Sakit.

Undang-Undang Republik Indgriesia Nomor 44 Tahun 2009 (2009: 2),
menjelaskan bahwa Rumah'sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan
keschatan merupakan bagian dari sumber daya kessehatan yang sangat
diperlukan {alam’” mendukung penyelenggaraan upaya keschatan.
Penyelengparaan upaya kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik
dan“organisasi yang sangat komplek. Berbagai jenis tenaga kesehatan
dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain.
Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat
yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan
yang bermutu, membuat semakin kompleknya permasalahan dalam Rumah

Sakit.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41380, pdf

a. Pengertian Rumah Sakit.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009
(2009: 4) menerangkan bahwa Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan
kesechatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,
dan gawat darurat.

b. Jenis Rumah Sakit di Indonesia.

A.A. Gde Muninjaya (2004: 221) menjelaskan-bahwa di Indonesia
dikenal tiga jenis Rumah Sakit sesuai{dengdn kepemilikan, jenis
pelayanan dan kelasnya.

1) Berdasarkan kepemilikan.

Berdasarkan kepemilikannya dibedakan tiga macam rumah
sakit yaitu: (1)\Rumgah Sakit Pemerintah (Rumah Sakit Pusat,
Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Kabupaten), Rumah Sakit
BUMN/ABRI, dan Rumah Sakit swasta yang menggunakan dana
infestasi dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri. (2)
Rumah Sakit Umum, Rumah Jiwa, Rumah Sakit Khusus (Mata,
Paru, Kusta, Rehabilitasi, Jantung, Kangker dan sebagainya). (3)
Rumah Sakit Kelas A, Kelas B (Pendidikan dan Non Pendidikan),
Rumah Sakit Kelas C dan Rumah Sakit Kelas D (Kepmenkes
Nomor 51 Menkes/ SK/ I/ 1979). Pemerintah sudah meningkatkan

status semua Rumah Sakit Kabupaten menjadi kelas C.
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2) Bedasarkan pelayanan dan kelasnya.

Rumah Sakit dibedakan berdasarkan jenis pelayanan yang
tersedia, (1) Rumah Saki Kelas A tersedia pelayanan spesialistik
yang luas termasuk sub spesialistik. (2) Rumah Sakit Kelas B
mempunyai pelayanan minimal 11 spesialistik dan sub spesialistik
terdaftar. (3) Rumah Sakit Kelas C mempunyai 4 (empat)
spesialistik dasar (bedah, penyakit dalam, kebidanan dan anak). (4)
Di Rumah Sakit Kelas D hanya mempunyai pelayanan medik dasar.

c. Susunan organisasi Rumah Sakit Umum didndenesia.

Untuk Rumah Sakit Umum Kelas A, susunan oragnisasinya diatur
sesuai dengan SK Menkes Nomor\543/ VI/ 1994, Susunan organisasi
Rumah Sakit Kelas C dangD, lebih sederhana jika dibandingkan dengan
Rumah Sakit Kelas*A dan’B. Disini tidak ada wakil direktur, tetapi
dilengkapi dengan staf khusus yang mengurusi administrasi. Kondisi ini
berpengarul pada jenis pelayanan medis dan jumlah staf profesional
(medis, dan’ non medis) yang dipekerjakan pada tiap-tiap Rumah Sakit
ini, /Secara umum, jenis kebutuhan masyarakat akan pelayanan
kesehatan juga akan ikut menentukan peningkatan kelas sebuah Rumah

Sakit disuatu wilayah, terutama yang berlokasi di ibukota provinsi.

B. Kajian Terdahulu/ Penelitian Sebelumnya
Penelitian yang dilakukan oleh Muhlis Hajar Adiputra, Haselman dan

Hasminah tentang Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah di
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Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan (2011). Hasil yang diperoleh dari
analisa dokumen dan hasil wawancara di lapangan berkaitan dengan kebijakan
Program Jamkesda di Kabupaten Sinjai, ditemukan bahwa masyarakat sebagai
obyek dari Program Jamkesda di Kabupaten Sinjai, pada kenyataannya belum
sepenuhnya memahami secara rinci terkait Kebijakan Jamkesda. Pemahaman
masyarakat sebatas pada Jamkesda sebagai pelayanan kesehatan gratis yang
disediakan oleh pemerintah daerah, tetapi secara teknis pelaksanaanya belum
terlalu paham. Bahkan sebagian masyarakat beranggapan” bahwa untuk
mendapatkan pelayanan Jamkesda harus melalui JproSes administrasi yang
berbelit-belit dan tidak pernah merasakan/ lafgsung sosialisasi dari pihak
pelaksana program. Kondisi ini mencermiinkan bahwa implemtasi Program
Jamkesda di Kabupaten Sinjai belum berjalan maksimal, meskipun masyarakat
yang menjadi anggota Jamkésda ‘mencapai 90 % akan tetapi hal tersebut tidak
menjamin masyarakat peharri’tentang Program Jamkesda hal tersebut tercermin
dari pahaman yang, bérbéda-beda pada terhadap program tersebut.

Penelitian, lain yang dilakukan oleh Sasminedi Tentang implentasi program
Jaminan“Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Puskesmas Kecamatan Rumbio
Jaya, Kabupaten Kampar Provinsi Riau (2012). Dalam penelitian tersebut
Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Jaminan Keschatan Masyarakat
(Jamkesmas) dideskripsikan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik guna
memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, meskipun masih
banyak masyarakat Kampar yang belum tercatat dan mendapatkan kartu

Jamkesmas, dan masih di temukan kesalahan dalam validasi data,
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pendistribusian dan sasaran dalam kepesertaan Jamkesmas. Hal tersebut masih
banyak dikeluhkan oleh masyarakat miskin di Kabupaten Kampar, yang
semuanya tercermin dalam hasil wawancara mendalam dengan responden.

Pada tahun 2008 hanya 13,31 % dari 3.194 Kepala Keluarga (KK) miskin
yang mendapat pelayanan Jamkesmas (Profil Dinas Kesehatan Kampar Tahun
2008). Artinya jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah KK
miskin yang ada di Kabupaten Kampar. Sedangkan pada tahun 2010 penduduk
Kecamatan Rumbio Jaya yang terdaftar dalam kepesertaan\Jamkesmas sebanyak
1857 jiwa dari total penduduk sebanyak 16.046 jiwa; dan sudah memperoleh
kartu sebanyak 1577 jiwa. Dilihat data terSebat tidak ada 15 % dan total
penduduk di Kecamatan Rumbio Jaya ‘yang terdaftar dalam kepesertaan
Jamkesmas. Dari hasil wawancara~mendalam dengan responden, didapat hasil
bahwa masyarakat belum “begitu~ familier dengan Program Jamkesmas.
Banyaknya data yang” salali”tentang identitas KK pada kartu kepesertaan
Jamkesmas di Ketarhatan Rumbio Jaya, menunjukan bahwa pemerintah belum
cukup kuat. dalam kesiapan data yang akan dimasukkan dalam kepesertaan
Program“\Jamkesmas, dan hal terebut menyakut sumber daya yang ada untuk
mendukung pelaksanaan Program Jamkesda di di Kecamatan Rumbio. Dari hasil
penelitian Implementasi Program Jamkesmas di Kecamatan Rumbio Jaya, dapat
digambarkan bahwa Implementasi Program Jamkesmas di Kecamatan Rumbio
Jaya belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah sebagai

pembuat Kebijakan Program Jamkesmas.
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Berdasarkan kedua penelitian tersebut, menurut teori Implementasi
Kebijakan Edward III dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Publik,
khususnya kebijakan dibidang Jaminan Keschatan sangat terkait pada variabel-
variabel pendukung maupun variabel penghambat proses implementasi kebijakan

itu sendiri.

C. Kerangka Berfikir dan Kerangka Acuan
1. Kerangka berfikir.
George Edward III, dalam Winarmo Budi/Kebijakan Publik Teori dan
Proses (2007: 174) menjelaskan bahwa: Medeldmplementasi Kebijakan dapat
digambarkan dalam bentuk diagram sc¢bagai berikut.

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan

Communications/
Komunikasi

I \
Resources/ Sumber Daya

Dispositions / Attitudes

Sikap
v /

Bureucratic Structure/
Struktur Birokrasi

Implementasi
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2. Kerangka acuan.

Widodo (2011) menerangkan: Berdasarkan kerangka teori dari George
Edward IlI, Tentang Model Implemetasi Kebijakan yang telah digambarkan
dalam bentuk diagram (Gambar 2.2). selanjutnya dibuat kerangka konsep
sebagai berikut:

Gambar 2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Fak. Pendukung/ Penghambat
Komunikasi :

> ¥ Transformasi Informasi
v Kejelasan Informasi
v Konsistensi lformasi
3 3
Fak Lendukdng/ Penghambat
Sumber Daya
¥ Sumber Daya Manusia
¥ _Anggaran
| “l ¥ Fasilitas ) 4 y
PERBUP. No. 2§ Tahun "1 /¥ Informasi )
2011, Tentang v Kewenangan !EnplementaSI
Perubahan PERBUP Kebijakan Pelayi!nan
No. 5 Tahun 2009 Jamkesda Di
Tentang Pedoman I Kab.Sukamara
Pelaksanaan Program L
l JAMKESDA Fak. Pendukung/ Penghambat
Sikap
¥ Kesadaran Pelaksana
¥ Petunjuk/ Arahan
Pelaksana
A\ J

Fak. Pendukung/ Penghambat
’ Setruktur Birokrasi
v Karakteristik
v Norma-Norma
¥ Pola-Pola Hubungan
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BAB I11
METODOLOGI PENELITIAN
A. Desain Penelitian
1. Jenis dan rancangan penelitian.

Azwar A. dalam Pengantar Administrasi Manajemen. Jenis penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan
pendekatan penelitian kualitatif, dengan tujuan utama untuk menemukan
data dengan interpretasi yang tepat untuk membuat gamibaran atau deskripsi
tentang suatu keadaan secara obyektif.

Notoatmojo S. (2005: 73), metode, ‘penclitiannya adalah metode
deskriptif yaitu suatu metode penelitian‘yang dilakukan dengan tujuan utama
untuk membuat gambaran atau_déskripsi tentang suatu keadaan secara
obyektif. Metode penelitian ‘deskriptif digunakan untuk memecahkan atau
menjawab permasalaharyang sedang di hadapai pada sitvasi sekarang.

Alasan penéliti” menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif \karena peneliti bermaksud untuk mengatahui gambaran serta
menganalisis Implmentasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah
di Kabupaten Sukamara (Studi Implementasi Kebijakan Kesehatan Pada
RSUD Sukamara) dengan menempuh langkah-langkah: pengumpulan data,
klasifikasi, pengolahan/analisis data, dan membuat kesimpulan serta laporan.
Notoatmojo S. (2005), metode kualitatif merupakan proses berfikir yang
dimulai dari data-data yang terkumpul kemudian diambil secara umum.

Metode kualitatif ini digunakan dengan beberapa pertimbangan, pertama

’ 43
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metode kualitatif inm lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan
langsung dengan kenyataan, kedua menyajikan secara langsung hubungan
antara peneliti dengan responden dan lebih peka, serta dapat menyesuaikan
dengan banyak penajaman pengaruh bersama dengan pola-pola nilai yang
dihadapai.

Patton dalam Poerwandari (1998), dalam penelita kualitatif pertu
menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi
penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas-tentang realitas dan
kondisi kehidupan nyata.

2. Variabel penelitian.

Dari kerangka konsep yang ‘t¢lah digambarkan (Gambar 2.2)

selanjutnya dapat dijabarkan kedalamyvariabel-variabel penelitian.

a. Komunikasi.
1} Transforndasi informas.

Pada’” transformasi informasi Implementasi Kebijakan
Pelayanan Jamkesda Di Kabupaten Sukamara khususnya di RSUD
Sukamara, harus disampaikan secara rinci tentang maksud, tujuan
dan azas pelaksanan Program Jamkesda Di RSUD Sukamara. Hal
tersebut dilakukan agar terdapat pemahaman yang sama antara
pembuat kebijakan Program Jamkesda, Pengelola Program
Jamkesda, serta pihak RSUD Sukamara selaku pelaksana Program
Jamkesda, schingga implementasi kebijakan dapat tercapai secara

maksimal.
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Sarana transformasi informasi pada program Jamkesda di
Kabupaten Sukamara adalah (1) Peraturan Bupati Sukamara Nomor
21 Tabun 2011, Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5
Tabun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda), (2) Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011.

Ada beberapa hal yang mungkin timbul “dan dapat
menghambat  transformasi  informasi . Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Daerah di RSUD Sukdmara; “yaitu (1) informasi
disampaikan melewati berlapis-lapi§ dan cenderung sangat hirarki
sehingga terjadi distorsi kebijakan, karena kebijakan yang akan di
implementasikan  di~terjémahkan secara berbeda-beda oleh
pelaksana kebijakan. /(2)  pertentangan pendapat antara para
pelaksana” kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh
penganibil’ kebijakan. (3) dan pada akhimya penangkapan
Kemunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang
selektif dan ketidakmauan pelaksana kebijakan untuk mengetahui
persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

2) Kejelasan informasi.

Faktor kedua yang berpengaruh pada komunikasi adalah
kejelasan informasi. Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana
yang diinginkan sesuai dengan tujuan dari kebijakan, maka

petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para
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pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut
harus jelas. Pada implementasi kebijakan pelayanan Jaminan
Kesehatan Daerah di Kabupaten Sukamara (di RSUD Sukamara)
kejelasan informasi terdapat pada Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011, dan
dituangkan secara rinci kedalam Perjanjian Kerja Sama Antara
Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara dengan Rumah Sakit Umum
Daerah Sukamara, yang selalu diperbaharui.pada-sc¢tiap tahunnya.
3) Konsistensi informasi.

Faktor ketiga yang befpefigaruh terhadap komunikasi
kebijakan adalah konsistensi.\Jika implementasi kebijakan ingin
berlangsung efektif,¢umakdperintah-perintah pelaksanaan harus
konsisten dan jelas."Walaupun perintah-perintah yang disampaikan
kepada pafa)peldksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi
bila pefintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak
akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya
dengan baik. Pada Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011, butir-butir serta
penjelasan yang disampaikan sangat konsisten dan jelas, serta
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan
Daerah tentang retribusi jasa kesehatan di RSUD Sukamara. Dan
jika Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten

Sukamara, sudah tidak sesuai dan relefan lagi dengan peraturan
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yang ada, maka akan dilakukan revisi dan perubahan sesuai dengan
kebutuhan dilapangan.
b. Sumber daya.
1) Sumber daya manusia.
2) Anggaran.
3) Fasilitas
4) Informasi
5) Kewenangan
c. Sikap.
1) Kesadaran pelaksana
2) Petunjuk/ Arahan pelaksana
3) Intensitas dari respon
d. Setruktur birokrasi.
1) Karakteristik.
2) Norma*norma.

3).._Pela hubungan.

B. Narasumber/Subjek dan Objek Penelitian
Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah sampel, tetapi dikenal
dengan istilah informan atau subjek penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian
kualitatif tidak bertujuan untuk membuat generalisasi hasil penelitian. Hasil
penelitian lebih bersifat kontekstual dan kasuistik, yang berlaku pada waktu dan

tempat tertentu sesuai penelitian dilakukan.
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Adapun subyek dalam penelitian ini adalah petugas di Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dan: Direktur RSUD
Sukamara sebagai penanggung jawab pelaksana Program Jamkesda Kabupaten
Sukamara, Kepala Seksi Pelayanan Medik selaku penanggung jawab pelayanan
medis di RSUD Sukamara dan yang terakhir adalah 1 (satu) orang tenaga
perawat sebagai salah satu pelaksana pelayanan kesehatan serta pelaksana
Program Jamkesda di RSUD Sukamara.

Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian dni adalah (1) Peraturan
Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2011, Tentang’ Perubahan Peraturan Bupati
Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman PelaKsatiaan Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda), (2) Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Dacrah Kabupaten
Sukamara Tahun 2011, (3) Surat Rerjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukamar Dengarih Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara Tentang
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun
2013, (4) Profil Rurhaki Sakit Umum Dacrah Kabupaten Sukamara Tahun 2010,
Tahun 2011 danvFahun 2012. (5) Data laporan klaim jasa pelayanan kesehatan
ProgranmiJamkesda di RSUD Sukamara untuk Tahun 2010, 2011 dan 2012. Serta

data-data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

C. Pengumpulan Data
1. Sumber data.
Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan

data sekunder. Notoatmojo S. (2005) menjelaskan bahwa:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



413?8.pdf

a. Data primer.

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian
secara langsung kepada objek penelitian, melalui wawancara langsung
dan mendalam dengan responden, yaitu dengan menggunakan alat bantu
kuesioner ter setruktur dan pada umumnya bersifat baru. Data primer
yang diambil meliputi hasil wawancara dengan Direktur RSUD
Sukamara, Kepala Seksi Pelayanan Medik dan tenaga perawat di RSUD
Sukamara, tentang pelaksanaan pelayanan \ Pregram Jamkesda
Kabupaten Sukamara.

Peneliti melaksanakan sendiri’ wawancara terhadap responden
dengan alasan agar memperoleh\data yang akurat dan selengkap-
lengkapnya dari respondens

b. Data sekunder.

Adalah /data"yang diperoleh dari instansi terkait untuk
melengkadpai hasil penelitian. Data sekunder dimanfaatkan sebagai data
pelengkap atau data pendukung data primer yang berhubungan dengan
kepentingan penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari data
dokumentasi, yaitu dalam bentuk data profil, laporan bulanan, agenda,
buku, transkrip, catatan, notulen rapat dan lain-lain yang diperoleh dari
instansi terkait.

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah
identitas Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara, data ketenagaan rumah

sakit, data fasilitas dan sarana pelayanan rumah sakit. serta data cara
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pembayaran rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah
Sukamara,
2. Teknik pengumpulan data.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini
adalah dengan cara sebagai berikut:
Arikunto 8. (2006) menjelaskan bahwa :
a. Wawancara mendalam (in depth interview).

Pada penelitian ini metode wawancara, mendalam merupakan
salah satu teknik yang digunakan untuk ‘mengumpulkan data dan
informasi. Penggunaan metode ini/didasarkan pada dua alasan: (1)
dengan wawancara peneliti dapat mienggali tidak saja apa yang diketahui
dan dialami subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh
di dalam diri subjek penelitian. (2) Apa yang ditanyakan kepada
informan bisa” mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang
berkaitan| denflan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa
mendatang. Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam.
Artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas
dan leluasa, tanpa terkait oleh suatu susunan pertanyaan yang telah
dipersiapkan sebelumnya. Dengan teknik ini peneliti berharap
wawancara berlangsung luwes, arahnya bias lebih terbuka, percakapan
tidak membuat jenuh kedua belah pihak, sehingga diperoleh informasi

yang lebih kaya. Metode wawancara mendalam menggunakan panduan
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wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan kepada

informan.

Kerlinger dalam Hasan (2000), menyebutkan 3 (tiga) hal yang
menjadi kekuatan metode wawancara adalah:

1) Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan
vang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bisa diantisipasi oleh
interview dengan memberikan penjelasan.

2) Fleksibel, pelaksanaanya dapat disesuaikan, dengan masing-masing
individu.

3) Menjadi satu-satunya hal yangdapat dilakukan disaat tehnik lain
sudah tidak dapat dilakukan.

Sedangkan Yin ¢(2003), menjelaskan disamping kekuatan,
metode wawancara juga memiliki kelemahan, yaitu :

1) Rentan tethadap bias yang ditimbulkan oleh kontruksi pertanyaan
yang\pénytisunanya kurang baik.

2)..Rentan terhadap terhadap bias yang ditimbulkan oleh respon yang
Kurang sesuai.

3) Probling yang kurang baik menyebabkan hasil penelitian menjadi
kurang akurat.

4) Ada kemungkinan subjek hanya memberikan jawaban yang ingin

didengar oleh pewawancara.
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b. Pengumpulan data sekunder.

Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mengumpulkan
data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di RSUD
Sukamara maupun yang berada diluar RSUD Sukamara, yang ada
hubungannya dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Sedangkan teknik dokumentasinya dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang
berupa: data profil rumah sakit, laporan bulanan,” agenda, buku,
transkrip, catatan, notulen rapat dan lainslaiii yang diperoleh dari
instansi terkait, yang dapat mendukung data penelitian.

3. Alat bantu penelitian.

Poerwandari (1998), berpenddpat bahwa penulis sangat berperan
dalam seluruh proses penelitian; mulai dari memilih topik, mendeteksi topik
tersebut, mengumpulkari data, hingga analisis, menginterprestasikan dan
menyimpulkan Hasil penelitian.

Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat Bantu
(instrumen penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat
bantu yaitu:

a. Pedoman wawancara.
Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan
tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak
hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41350, pdf

b.  Checklist.

Dalam penelitian ini checklist digunakan sebagai alat bantu dalam
pengumpulan data sekunder, seperti: profil rumah sakit, laporan
bulanan, agenda, buku, transkrip, catatan, notulen rapat, laporan bulanan
klaim jasa pelayanan Jamkesda dan lain-lain.

¢. Alat perekam.

Alat perekam berguna scbagai alat bantu pada_saat wawancara,
agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa
harus berhenti untuk mencatat jawaban-fawabdrt dari subjek. Dalam
pengumpulan data, alat perckam /barG, dapat dipergunakan sctelah
mendapat ijin dari subjek untuk mémpergunakan alat tersebut pada saat

wawancara berlangsung

D. Pemilihan Narasumhér

Dalam pene¢litiap/ini pemilihan dan penentuan narasumber atau responden
ditentukan _dengan” teknik purposif. Artinya peneliti menentukan responden
dengan ‘memilih subjek yang mengetahui benar tentang permasalahan yang
menjadi sasaran dalam penelitian ini.

Narasumber penelitian dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu
| (satu) orang Direktur Rumah Sakit , 1 (satu) orang Kepala Seksi Pelayanan
Medik Rumah Sakit, dan 1 (satu) orang perawat di Rumah Sakit. Selanjutnya
hasil wawancara yang diperoleh dari subyek penelitian akan dilakukan

triangulasi (cross check) kepada 8 (delapan) orang informan triangulasi.
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Secara teori, jumlah subjek dalam penelitian kualitatif tidak dapat
ditentukan secara pasti dan bersifat snow ball. Yang artinya subjek penelitian
bisa jadi akan semakin bertambah banyak seiring dengan proses wawancara
dalam penelitian. Karena wawancara baru akan berhenti ketika peneliti sudah
mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dan apabila jawaban
dari responden masih dirasakan bias, maka peneliti boleh meminta responden
pertama untuk merekomendasikan seseorang yang diharapkan berkompeten
untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti; hal inilah yang
disebut dengan sifat snow ball.

Dalam penelitian ini juga dilakukan  validitas jawaban dari subjek
penelitian dangan teknik triangulasi data, ‘triangulasi yang pertama dilakukan
pada verifikator Program Jamkesda, vanig ada di RSUD Sukamara, triangulasi
yang kedua dilakukan pada Kepala'Seksi Jaminan Kesehatan, Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukamara/s¢bagai pengelola Program Jamkesda dan triangulasi
jawaban yang ketigd didakukan pada keluarga pasien yang dirawat di RSUD
Sukamara  sebagai” sasaran atau pengguna Program Jamkesda di Kabupaten

Sukamara.

E. Validitas dan Realibilitas
Hartati S. (2004) menyampaikan bahwa: Validitas pada penelitian kualitatif
adalah dengan pendekatan Triangulasi. Triangulasi data adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu
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untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data
bisa dilakukan dengan melalui metode, sumber dan teori.

Yin (2003) menjelaskan bahwa: ada empat (empat) kriteria keabsahan dan
keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif.
Empat hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keabsahan Konstruk (Construct vaiidity).

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa
yang terukur benar-benar merupakan variabel yang ngirrdi ukur. Keabsahan
ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan-data yang tepat. Salah
satu caranya adalah dengan proses triafigulasi,” yaitu tehnik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuat( yang lain di luar data itu untuk
keperluan pengecekan atau Sebagai’pembanding terhadap data itu. Menurut
Patton (dalam Sulistiany, 1999y ada 4 (empat) macam triangulasi sebagai
teknik pemeriksaan untukK mencapai keabsahan yaitu:

a. Triangulasidata’.

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip. hasil
wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari
satu subjek yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat.

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil
pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus
bertindak sebagai pengamat (expert judgemenf) yang memberikan

masukan terhadap hasil pengumpulan data.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41356 paf

c. Triangulasi teori.

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan
bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian
ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab IT untuk dipergunakan dan
menguji terkumpulnya data tersebut.

d. Triangulasi metode.

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti ;suatu hal, seperti
metode wawancara dan metode observasi.

Dalam penelitian kualitatif ni, untuk ¢nengtji’ validitas keabsahan
konstruk variabel penelitian atau datd-data yang di peroleh, peneliti
menggunakan teknik triangulasi data, triangulasi pengamat, dan triangulasi
teori.

2. Keabsahan internal (/nternal validity).

Keabsahan jntérnal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa
jauh  kesimpulan/~hasil penelitian menggambarkan keadaan yang
sesungguhnya.” Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan
interpretasi yang tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan
selalu berubah dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian
tersebut. Walaupun telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada
kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang berbeda.

3. Keabsahan eksternal (Eksternal validity).
Keabsahan ekternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat

digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif
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memeiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, tetapi penelitian kualitatif
dapat dikatakan memiliki keabsahan ekternal terhadap kasus-kasus lain
selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

4. Keajegan (Reabilitas).

Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh
penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang
penelitian yang sama, sekali lagi.

Pada penelitian ini, keajegan mengacu pada“kemuingkinan peneliti
selanjutnya memeperoleh hasil yang sama apabild penelitian dilakukan
sekali lagi dengan subjek yang sama. Maldini“menujukan bahwa konsep
keajegan penelitian kualitatif selain menekankan pada desain penelitian, juga

pada cara pengumpulan data dan pengolahan data.

F. Metode Analisis Data
Marshall danRgssman dalam Kabalmay (2002) menjelaskan tentang
teknik-teknik ‘analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu:
1. Mengorganisasikan data.

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara
mendalam (in depth infeviwer), dimana data tersebut ditulis pada pedoman
wawancara serta direkam dengan menggunakan tape recorder. Kemudian
data yang masih dalam bentuk rekaman, dibuatkan transkipnya dengan
mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis

secara rinci sesuai dengan apa yang disampaikan oleh responden. Data yang
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telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar tentang data
hasil penelitian tersebut,
2. Pengelompokan berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban.

Pada tahap ini dibutuhkan pengertiaan yang mendalam terhadap data,
perhatiaan yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar
apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara,
peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis secbagai acuan dan
pedoman dalam melakukankukan coding. Dengan ‘pedemnan ini, peneliti
kemudian kembali membaca transkip wawancara dan melakukan coding,
melakukan pemilihan data yang relevans/dexigan’ pokok pembicaraan. Data
yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokan
atau dikategorikan berdasarkan.kerarigka analisis yang telah dibuat.

Pada penelitian im, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang
diteliti. Peneliti pfeéngaralisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman
terhadap halshal yang diungkapkan oleh responden. Data yang telah
dikelompokkan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan
ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat
menangkap pengalaman, pemahaman, dan permasalahan yang disampaikan
oleh responden.

3. Menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data.

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji

data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada

tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali
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berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga
dapat dicocokan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil
yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu,
namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan
antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada.

4. Mencari alternatif penjelasan bagi data.

Setelah hubungan antara kategori dan pola data dengan asumsi
terwuyjud, peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan..Dan berdasarkan
kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tefSebut, penulis merasa perlu
mencari suatu alternatif penjelasan lain tentang kesimpulan yang telah
didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternatif
penjelasan yang lain. Dari hagil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal
yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini
akan dijelaskan derigan.aiternatif lain melalui referensi atau teori-teori lain.
Alternatif ini akdn sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan
saran.

5. Meénulis hasil penelitian.

Penulisan data subjek yang didapat dari responden yang telah berhasil
dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa
kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini,
penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan
data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan

dokumentasi. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari responden
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dan significant other dibaca berulang kali sehinggga penulis mengerti benar
permasalahanya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai
penjelasan dari responden serta kondisi kenyataan yang ada dilapangan.
Selanjutnya dilakukan interprestasi terhadap data yang diperoleh sehingga

penulis bisa masuk pada tahap akhir penelitian yaitu kesimpulan.
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BABYV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Hasil penelitian ini secara umum sudah dapat menjawab dari tujuan
penelitian, kerangka teori maupun kerangka konsep. Berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kes€hatari Daerah Di Kabupten
Sukamara khususnya pada RSUD Sukamard Secara umum sudah sesuai
dengan Peraturan Bupati SukamarasNomor 21 Tahun 2011, Tentang
Perubahan Peraturan Bupati Nomer S Tahun 2009, Tentang Pedoman
Pelaksanaan Jaminan Keschatan® Daecrah Kabupaten Sukamara dan Surat
Perjanjian Kerja Sarfia Tefitang Pemberian Pelayanan Bagi Pasien Jamkesda
yang telah disepakatt antara Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum
Daerah Sukamara Tahun 2013. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan
pelayanan yang diberikan oleh RSUD Sukamara kepada pasien pengguna
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang tidak membedakan dengan
pasien umum atau pengguna jaminan lainnya, dengan cacatan pasien telah
memenuhi syarat dan ketentuan sebagai pasien Jamkesda. Bagi paisen yang
menjalani rawat inap, pasien Jamkesda diberikan pelayanan dengan
menggunakan fasilitas rawat inap kelas III rumah sakit. Seluruh biaya

pengobatan pasien Jamkesda yang menjalani rawat jalan maupun rawat inap,

105
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seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang diklaimkan oleh pihak
RSUD Sukamara melalui anggaran DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukamara. Sedangkan bagi pasien Jamkesda yang tidak mampu ditangani
oleh RSUD Sukamara, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit rujukan
yang telah di tunjuk oleh Pemerintah Daerah.

2. Dan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan
dokumentasi diperoleh beberapa faktor pendukung implementasi Kebijakan
Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di RSUIDD Sukamara yaitu
sumber daya (anggaran), sikap dan strukturBirokrasi. Sedangkan yang
menjadi faktor kendala adalah komunikasi ‘dan“sumber daya (sumber daya
manusia),

a. Faktor pendukung.
1) Sikap.

Darj~hasil/penelitian diperoleh bahwa sikap petugas dalam
memberikan pelayanan kepada pasien Jamkesda cukup baik, hal
tersebut tercermin dari pernyataan keluarga pasien rawat inap
Program Jamkesda yang sudah merasa terlayanin keluarganya
selama dirawat di RSUD Sukamara dengan menggunakan fasilitas
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

2) Struktur birokrasi.

Struktur birokrasi merupakan faktor yang sangat mendukung

dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan

Daerah di RSUD Sukamara. Hal tersebut dibuktikan dengan
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dikeluarkannya Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2011,
Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009,
Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah
Kabupaten Sukamara. Yang dituangkan dalam Surat Perjanjian
Kerja Sama Tentang Pemberian Pelayanan Bagi Pasien Jamkesda
dan telah disepakati antara Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit
Umum Daerah Sukamara Tahun 2013, Hal tersebut juga didukung
dengan pernyataan informan triangulasi,+ bahwa pelaksanaan
jamkesda di RSUD Sukamara selama iniytidak berbelit-belit, pasien
datang langsung mendapatkan pelayarman dari petugas dan tidak
dipungut biaya.
3) Sumber daya (anggaran).

Anggaran menjadi-faktor yang sangat penting dan mendukung
dalam implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan
Daeratndi ,RSUD Sukamara, dan pada pelaksanaanya anggaran
untuk program Jamkesda di Kabupaten Sukamara dilihat dari trent
nya, selalu mengalami kenaikan sesuai dengan kebutuhan dan
peningkatan pasien pengguna Jamkesda.

b. Faktor penghambat,
1) Komunikasi.

Komunikasi dalam konteks pemberian informasi tentang

Program Jaminan Keschatan Daerah Kabupaten Sukamara

(Jamkesda) antara petugas kesehatan di RSUD Sukamara sebagai
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pelaksana Program Jamkesda dengan pasten Jamkesda sebagai
pengguna atau kelompok sasaran program belum terjalin dengan
baik. Hal tersebut terlihat dari adanya beberapa pasien Jamkesda
yang sudah menjalani rawat inap akan tetapi belum paham tentang
syarat untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Proses transformasi informasi tentang Program Jamkesda juga
dilaksanan oleh instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukamara yang berperan sebagai pengelola Program Jamkesda,
petugas kesehatan di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu, dan oleh
Pemerintah Desa.
2) Sumber daya (sumber daya manusia).

Sumber daya yang“telah tersedia di RSUD Sukamara pada
saat ini, seperti sumber daya manusia masuk dalam faktor
penghambatyProgram Jamkesda di RSUD Sukamara. Hal tersebut
dikareha” belim terpenuhinya beberapa spesialis dasar. Seperti
Dokter“Spesialis Bedah, Dokter Gigi dan Dokter Umum yang
sebagian masih bersifat pegawai tidak tetap (PTT) dan pagwai
kontrak. Sehingga hal tersebut harus diantisipasi dengan merujuk
pasien Jamkesda yang belum mampu ditangani di RSUD Sukamara,
ke rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
Sukamara. Fasilitas, informasi dan kewenangan, dipadang sudah
mampu mendukung pelaksanaan Program Jamkesda di RSUD

Sukamara.
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B. Saran
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sukamara.
Mengingat besammya dampak positif yang ditimbul dari pelaksanaan

Program Pelayanan Kesehatan bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu,

sehingga kami berharap:

c. Pemenntah daerah masih tetap melanjutkan Program Jamkesda pada
masa kepemerintahan selanjutnya.

d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM bidang.kesehatan, melalui
rekrutmen tenaga spesialis dasar, tenaga kesehatafvlainnya berdasarkan
kebutuhan rumah sakit.

2. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara.

a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gratis bagi pasien Jamkesda di
kelas III Rumah Sakit.

b. Berperan aktif dalamp¢ényampaian informasi tentang Program Jamkesda

kepada pasien.
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Lampiran |
0\ PANDUAN WAWANCARA
1
1 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
% DI KABUPATEN SUKAMARA (Studi Implementasi Kebijakan
UNIVERSITAS TERBUKA Kesehatan Pada RSUD Sukamara)
Ditujukan untuk : Keluarga Pasien
Tanggal Wawancara : Kode/ No :

Nama Pewawancara
Waktu Wawancara

Nama Responden

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN
1. Berapa usia saudara?
2. Apa pendidikan terakhir saudara?
3. Apa pekerjaan saudara?
4. Sudah berapa kéluarga anda dirawat di RSUD Sukamara?
5

. Apa diagnosis penyakit keluarga saudara?

B. KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
1. Apayang saudara ketahui tentang Jamkesda?
2. Dari siapa saudara mengetahui tentang Jamkesda?
3. Sejak kapan saudara menggunakan Jamkesda?
4. Sudah berapa kali saudara menggunakan pelayanan Jamkesda di Rumah Sakit
Umum (RSUD) Sukamara?

5. Apa persyaratan Jamkesda yang saudara ketahui
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C. KOMUNIKASI (Komunikasi Pemberi Pelayanan Tentang Kebijakan Pelayanan

Jamkesda)

1. Apakah petugas kesehatan di RSUD Sukamara, pernah menginformasikan/
menjelaskan tentang Program Jamkesda dan pesersyaratan pengurusan
administrasinya kepada saudara? (Jelaskan)

2. Bagaimana sikap petugas dalam meberikan informasi tentang Jamkesda kepada
saudara?

3. Apakah petugas menginformasikan tentang hak-hak pasien Jamkesda kepada
sudara? (Jelaskan)

4. Apakah informasi tentang Jamkesda yang disampaikan oleh peiugas bermanfaat

sekali bagi saudara dalam proses pengurusan administrasi\Janikesda?

D. SUMBER DAYA
1. Sumber Daya Manusia

1.1. Menurut saudara bagaima kesigapan semua petugas kesehatan di RSUD
Sukamara dalam meberikan pelayandn kepada pasien Jamkesda?

1.2, Apakah petugas cukup, mampu dan trampil dalam memberikan pelayanan
kesehatan kepada pasiefi Jamkesda?

1.3. Selama keluarga's4udara dirawat di RSUD Sukamara, apakah saudara pernah
menjumpai‘keluafga saudara terlantar dan kurang mendapat pelayanan dari
petugas kesehatan?

1.4. Jika“Ya, pada unit mana {Pendaftaran Pasien, UGD, Pelayanan Rawat Jalan,
Pelayanan Rawat Inap, Instalasi Farmasi, Radiologi, Laboratorium DLL).

1.5. Apakah menurut saudara jumlah dari petugas kesehatan di RSUD Sukamara
cukup untuk memberikan berbagai pelayanan di RSUD Sukamara.

1.6. Jika belum cukup dibagaian palayanan yang mana?

2. Anggaran
2.1. Apakah saudara pernah dipungut biaya, selama keluarga saudara dirawat di
RSUD Sukamara?

2.2. Jika ya, berapa besar biaya yang dipungut dan untuk pembiayaan apa?
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2.3. Menurut saudara, bagaimana tentang obat yang diberikan oleh pihak RSUD

Sukamara?

3. Fasilitas

3.1. Bagaimana menurut saudara tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di
RSUD Sukamara?

3.2. Fasilitas yang ada apakah sudah cukup menunjang petugas dalam meberikan
pelayanan kesehatan?

3.3. Jika belum, fasilitas pada unit pelayanan yang mana?

3.4. Apakah saudara dan keluarga saudara pernah memaritaatkan fasilitas
kendaraan (Ambulance) RSUD Sukamara?

3.5. Jika va, dalam rangka apa? (Menjemput~keinatga saudara yang sakit/

mengantar keluarga saudara post perawati di RSUD Sukamara)

E. Struktur Birokrasi
1. Bagaimana menurut saudara pengurusan adminitrasi pasien jamkesda di RSUD
Sukamara?
2. Apakah saudara pernahl.smiéngalami kesulitan dalam pengurusan administarsi
Jamkesda di RSUD,Sukamara?

3. Jika ya, pada persydratan administrasi atau jenjang kepengurusan yang mana?
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Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

1. IDENTITAS INFORMAN

Kode Informan : Informan 1

Nama informan : ENM

Tanggal : 26 Maret 2013

Jam :09.32 WIB

Tempat wawancara : Ruang Direktur RSUD Sukamara
Topik wawancara : Identitas informan

Topik Wawancara

Peneliti Selamat pagi Bu...., “maaf ‘Bu...bisa saya mengganggu

waktu kerja ibu sebentar.

Informan Selamat pagi jugaPak...., apa yang bisa saya bantu.

Sehubungaft” dengan surat permohonan saya tanggal 26
Maret 2013 lalu, bahwa saya akan melakukan penelitian di
RSUD Sukamara selama 6 (enam) hari, untuk keperluan
Peneliti studi dan tugas akhir saya yaitu tesis. Dan utuk hal tersebut
saya perlu melakukan wawancara langsung dengan pihak-
pihak yang terakit dengan penelitian saya. Salah satunya

adalah ibu....selaku Pimpinan di RSUD Sukamara.

Informan Ok...., silahkan Pak.

Baiklah Bu...., bisa kita mulai sekarang ya Bu....yang
Peneliti pertama dimulai dari identitas ibu. Berapa umur ibu

sekarang...?
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Informan 36 Tahun
Peneliti Apa pendidikan terakhir Ibu...?
Informan S 1 kedokteran
Peneliti Sudah berapa lama ibu bertugas di RSUD Sukamara ini....?
Informan 5 (lima) Tahun Pak...
Kode Informan : Informan 2
Nama informan : WWT
Tanggal : 27 Maret 2013
Jam :11.20 WIB
Tempat wawancara : Ruang Kasi Pelayanan Medik ’RSUD Sukamara
Topik wawancara : Identitas informan

Topik Wawancara

Peneliti Selamat siang Bu..~¢ schubungan dengan kesediaan ibu
sebagai subyekvdalam penelitian saya, maka hari ini saya

akan‘melakukan wawancara dengan ibu....

Informan Sclamat siang Pak...., silahkan.....

Peneliti Baiklah dimulai dari identitas ibu. Berapa umur ibu

Informan 37 Tahun

Peneliti Apa pendidikan terakhir Ibu...?

Informan S 1 kedokteran

Peneliti Sudah berapa lama ibu bertugas di RSUD Sukamara ini....?

Informan 3 (tiga) Tahun
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Kode Informan : Informan 3

Nama informan : IDR

Tanggal : 28 Maret 2013

Jam 1 09.00 WIB

Tempat wawancara :Ruang Perawat Bangsal Rawat Inap RSUD
Sukamara

Topik wawancara : Identitas informan

Topik Wawancara

Peneliti Selamat pagi Bu...., maaf Bu..bisa saya mengganggu

waktu kerja ibu sebentar.

Informan Selamat siang Pak...., bisa Pak silahkan.)...

Peneliti Sehubungan dengan apa’yang/saya sampaikan kepada ibu
kemarin, tentang penelitian yang saya lakukan di RSUD
Sukamara, maka'saya minta kesedian ibu untuk bisa saya
wawancarayuntuk memperoleh data penelitian saya di

RSUD,Sukamara ini.

Informan IyaPak silahkan...

Peneliti Baiklah dimulai dari data pribadi ibu. Berapa umur ibu

Informan 32 Tahun

Peneliti Apa pendidikan terakhir Ibu...?

Informan D 3 Keperawatan

Peneliti Sudah berapa lama ibu bertugas di RSUD Sukamara ini....?
Informan 3 (tiga) Tahun
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2, PENGETAHUAN SUBJEK PENELITIAN

Kode Informan : Informan 1

Nama informan : ENM

Tanggal : 26 Maret 2013

Jam :09.32 WIB

Tempat wawancara : Ruang Direktur RSUD Sukamara

Topik wawancara :Pengetahuan subjek penelitian tentang Kebijkan

Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara.

Topik Wawancara

Peneliti Ma’af Bu..., saya mau mengajukan pertanyaan tentang apa

pengertian Jaminan Kesehatan Daerah. .\

Informan Pengertian Jamkesda dari sumbgr \yarig saya baca, adalah
Program penjaminan pelayafarn keschatan bagi masyarakat
miskin, yang anggarannya disediakan oleh Pemerintah
Daerah. Program’ pénjaminan pelayanan kesehatan ini
diperuntikkan bagi pelayanan kesehatan rujukkan seperti

pelaydnan kesehatan di rumah sakit

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41350.pdf

Kode Informan : Informan 2

Nama informan - WWT

Tanggal : 27 Maret 2013

Jam :11.20 WIB

Tempat wawancara : Ruang Kasi Pelayanan Medik RSUD Sukamara
Topik wawancara :Pengetahuan subjek penelitian tentang Kebijkan

Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara.

Topik Wawancara

Peneliti Apa pengertian Jaminan Kesehatan Daerah menurut ibu....

Informan Pengertian Jamkesda adalah Program Jamipdfr, pelayanan
kesechatan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin
yang ditidak ter cover oleh program jaminan keschatan
yang lain, dan lebih difokusKan pada pelayanan rujukkan di
rumab sakit. Seddngkan” anggaran Program Jamkesda

berasal dari Pémerintah Daerah

Kode Informan Informan 3

Nama informan :IDR

Tanggal : 28 Maret 2013

Jam :(09.00 WIB

Tempat ‘wawancara :Ruang Perawat Bangsal Rawat Inap RSUD
Sukamara

Topik wawancara :Pengetahuan subjek penelitian tentang Kebijkan
Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara.

’7 Topik Wawancara

Peneliti Menurut ibu apa yang dimaksud dengan Jaminan

Kesehatan Daerah.. ..

Informan Pengertian Jamkeda adalah Program jaminan kesehatan di
rumah sakit, yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin

dan biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah
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3. KOMUNIKASI

Kode Informan : Informan 1

Nama informan : ENM

Tanggal : 26 Maret 2013

Jam : 09.32 WIB

Tempat wawancara : Ruang Direktur RSUD Sukamara

Topik wawancara :Komunikasi (petugas pemberi pelayanan kepada
pasien Jamkesda)

Topik Wawancara

Peneliti Selama program Jakesda ini berlangsungapakah pihak
RSUD Sukmara pemah melakukan “sosialisasi tentang
program dimaksud secara sederhana, langsung kepada

pasien pengguna Program Jamkesda......

Informan Kalau untuk sosiglisasi Jamkesda, menurut saya tidak
menjadi kewénanpan kami Pak..., seharusnya dari dinas
kesehatdn ~dan” jaringannya lah yang mesosialisasikan
kepada pasien/masyarakat. Tugas kami disini sebagai
pemberi pelayanan kesehatannya. Jadi kami harapkan
pasien datang ke RSUD dalam keadaan sudah tau dan
paham tentang Jamkesda berikut persyaratannya. Jadi
disinilah pentinya koordinasi RSUID dengan Dinas

Kesechatan
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Kode Informan : Informan 2

Nama informan - WWT

Tanggal : 27 Maret 2013

Jam :11.20 WIB

Tempat wawancara : Ruang Kasi Pelayanan Medik RSUD Sukamara

Topik wawancara :Komunikasi (petugas pemberi pelayanan kepada
pasien Jamkesda)

Topik Wawancara

Peneliti Bu....apakah di RSUD Sukamara sering melakukan
sosialisasi tentang Program Jamkesda, yang ‘sifat sederhana

kepada pasien pengguna Jaminan Kesehatan'Daerah.

Informan Menjelaskan Program Jamkesda kepada pasien..., kalau
saya sendiri belum pernakl Pak. Soalnya menurut saya
masyarakat sudah/banyak yang tau. Buktinya mereka
datang berobdt k¢’ RSUD Sukamara dengan menggunakan
Jamkesda_scbagai jaminannya. Dan mengenai hak pasien
Jafmkésda;, mercka cukup tau kok, kalau hak pelayanan

Keschatannya di kelas 111
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Kode Informan : Informan 3

Nama informan : IDR

Tanggal : 28 Maret 2013

Jam : 059.00 WIB

Tempat wawancara :Ruang Perawat Bangsal Rawat Inap RSUD
Sukamara

Topik wawancara :Komunikasi (petugas pemberi pelayanan kepada

pasien Jamkesda)

Topik Wawancara

Peneliti Apakah ibu pernah menjelaskan program Jamkesda secara

individu langsung kepada pasien Jemkesda.....”?

Informan Untuk menjelaskan tentang Program, Jaimkesda, kalau saya
jarang sekali. Terkecualis ada ‘pasien yang bertanya.
Misalnya tentang persyaratan‘yang kurang dan sebagainya.

Kami lebih fokus kepelayanannya, Pak. ..
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4. SUMBER DAYA

Kode Informan : Informan 1

Nama informan : ENM

Tanggal : 26 Maret 2013

Jam 10932 WIB

Tempat wawancara : Ruang Direktur RSUD Sukamara

Topik wawancara :Sumber Daya Manusia, anggaran dan fasilitas/

sarana Kesehatan dan sikap

Topik Wawancara

Peneliti Menurut ibu apakah jumlah petugas kesehatair di RSUD
Sukamara sudah cukup memenuhi ‘dalam pemberian

pelayanan kesehatan kepada pasiennJdamkesda. .. ...

Informan Dari sumber daya yang adadiRSUD Sukamara, masih ada
beberapa yang haru$ dipenuhi dan hal tersebut perlu adanya
dukungan ddri \Pemerintah Daerah untuk kelancaran
pelaksadn ~Program Jamkesda di Kabupaten Sukamara
khtususnya di RSUD Sukamara. Beberapa sumber daya
vang harus dipenuhi misalnya sumber daya manusia, untuk
saat ini dibutuhkan Dokter Spesialis Bedah (sebagai

persyaratan akreditasi rumah sakit), dan Dokter Gigi.

Peneliti Kalau dilihat dann segi anggaran dan saran yang sudah
tersedia selama ini apakah sudah cukup meng cover bagi

pembiayaan dan pelayanan pasien Jamkesda di RSUD

[ Informan Untuk anggaran Jamkesda menurut saya sudah cukup

(klaim jasa Jamkesda yang selalu terbayar). Sedangkan
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untuk fasilitas rumah sakit, sesuai dengan tipe rumah sakit

kita (tipe D) sudah sesuai dengan standar yang ditentukan

pemerintah daerah....
Kode Informan : Informan 2
Nama informan : WWT
Tanggal : 27 Maret 2013
Jam :11.20 WIB
Tempat wawancara : Ruang Kasi Pelayanan Medik RSUD Sukamara
Topik wawancara :Sumber daya manusia, anggaran dap

fasilitas/sarana kesehatan

Topik Wawancara

Peneliti Bagaimana menurut saudard tentang jumlah petugas
kesehatan di RSUD Sukamara dalam mendukung

pelaksanaan Progfam Jamkesda di rumah sakit ini....

Informan Sumber daya yanga ada di RSUD Sukamara sudah cukup
pfendukung pelaksanaan Program Jamkesda, meskipun
masih ada beberapa kekurangan diantaranya adalah untuk
tenaga Dokter Spesialis kami masih membutuhkan Dokter
Spesialis Bedah, kemudian Dokter Gigi dan Dokter Umum,
karena Dokter Umum yang ada di RSUD belum semuanya
dokter tetap akan tetapi sebagian dari dokter umum masih
bersifat kontrak dan PTT. Akan tetapi hal tersebut tidak

mengurangi kualitas pelayanan kami terhadap pasien.

| Peneliti Apa tindakan yang dilakukan oleh petugas keschatan

apabila terdapat kasus pasien Jamkesda diluar kemampuan
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petugas kesehatan yang ada...

Informan Dan pada saat kami tidak mampu lagi melakukan
pelayanan kesehatan diluar kemampuan kami, maka kami
akan merujuk pasien ke rumah sakit rujukan yang sudah

ditunjuk, pastinya sesuai dengan SOP

Peneliti Menurut saudara, apakah anggaran dan sarana yang telah
tersedia sudah cukup memadahai dalam mendukung

pelaksanaan Program Jamkesda di RSUR/Sukdmara.......

Informan Untuk anggaran Jamkesda di Kdbupaten Sukamara, kalau
untuk saat ini cukup menur(t saya; karena klaim pelayanan
Jamkesda yang kami samipaikan ke Dinkes selalu terbayar ‘
lunas, dan waktunya-pun tidak lebih dari waktu yang sudah
tertuang di, Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) antara

Dinkes derigan RSUD Sukamara....
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Kode Informan : Informan 3

Nama informan : IDR

Tanggal : 28 Maret 2013

Jam : 09.00 WIB

Tempat wawancara :Ruang Perawat Bangsal Rawat Inap RSUD Sukamara

Topik wawancara :Sumber Daya Manusia, anggaran dan fasilitas/ sarana
Kesehatan

Topik Wawancara

Peneliti Sebagai petugas kesehatan yang langsung berhadapan
dengan pasien, menurut saudara apakah jumlah kesehatan
yang ada di RSUD Sukamara sudah)cukup memenuhi

dalam memberikan pelayananKesehstan di rumah sakit...

Informan Kalau bagi saya sebagai ‘petugas pelaksana, ya pastinya
akan mengikuti apa_instruksi dari atasan, terkait dengan
sumber dayadyang ada kalau menurut saya selama ini tidak
ada masalah yang berarti. Pada kenyataannya semua pasien
Jadmkesda kami layani semampu kam. Dan jika kami tidak
mampu, pasien kami rujuk ke rumah sakit rujukan sesuai

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (SOP).....
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5. SIKAP
Kode Informan : Informan 1
Nama informan : ENM
Tanggal : 26 Maret 2013
Jam : 09.32 WIB
Tempat wawancara : Ruang Direktur RSUD Sukamara
Topik wawancara : Sikap pelaksanaan kebijakan atau implementor
Pada pelaksanaan Program Jamkesda
Topik Wawancara
Peneliti Sebagai pelaksana tertinggi Program Jamkesda di RSUD
Sukamara, bagaimana anda mengarabkan tenaga kesehatan
pemberi pelayanan di RSUD» Sukamara yang langsung
berhadapan dengan™ pasien Jamkesda, untuk suksesnya
pelaksanaan ProgramJamkesda di RSUD Sukamara
Informan Saya selakw Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Sukamara, sangat mendukung pelaksanaan pelayanan
Program Jamkesda di RSUD Sukamara. Dan saya juga
menyampaikan kepada seluruh staf dan semua petugas
kesehatan di RSUD untuk ikut serta mensukeskan Program
Jamkesa ini, dengan cara memberikan pelayanan yang

terbaik kepada semua pasien termasuk pasien Jamkesda.....
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Kode Informan : Informan 2

Nama informan - WWT

Tanggal : 27 Maret 2013

Jam : 11.20 WIB

Tempat wawancara : Ruang Kasi Pelayanan Medik RSUD Sukamara
Topik wawancara : Sikap pelaksanaan kebijakan atau implementor

Pada pelaksanaan Program Jamkesda

Topik Wawancara

Peneliti Sebagai Atasan langsung dari pelaksana pelayanan medis di
RSUD Sukamara, bagaimana sikap saudara dalam
mengkoordinasikan rekan-rekan sejawat ‘anda dan mitra

kerja yang lain terhadap pasienJamkesda. ...

Informan Pastinya selaku Kepala/SeKsi/Pelayanan Medik di RSUD
Sukamara, yang (Selalu berhubungan langsung dengan
pasien, saya  selalu menyampaikan pada rekan-rekan
sejawat(dan petugas pelaksana pelayanan kesehatan untuk
bersikap profesial dalam memberikan pelayanan kepada
pasien dengan cara tidak membeda-bedakan antara pasien
umum dengan pasien Jamkesda, dan hal tersebut sudah
merupakan bentuk dukungan dari kami sebagai pemberi

pelayanan terhadap Program Jamkesda.....

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Kode Informan : Informan 3

Nama informan :IDR

Tanggal : 28 Maret 2013

Jam : 09.00 WIB

Tempat wawancara :Ruang Perawat Bangsal Rawat I[nap RSUD
Sukamara

Topik wawancara : Sikap pelaksanaan kebijakan atau implementor

Pada pelaksanaan Program Jamkesda

Topik Wawancara

Peneliti Apa bentuk dukungan saudara dalam _mensukseskan
pelaksanaan Program Jamkesda di RSUB-Sukamara dan
bagaimana sikap saudara dalami memberikan pelayanan

terhadap pasien Jamkesda. «

Informan Saya selaku pemben pelayanan di rumah sakit akan
melaksanakan tugas.saya dengan penuh tanggung jawab,
dan kaitarinya‘dengan program Pemerintah Daerah, yaitu
JamKesda~saya sangat mendukung sesuai dengan profesi

sdya’sebagal pelaksana pelayanan kesehatan di RSUD

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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6. STRIKTUR BIROKRASI

Kode Informan : Informan 1

Nama informan : ENM

Tanggal : 26 Maret 2013

Jam :09.32 WIB

Tempat wawancara : Ruang Direktur RSUD Sukamara
Topik wawancara : Struktur birokrasi

Topik Wawancara

Peneliti Bagaimana menurut saudara pengurusah,adminitrasi pasien
jamkesda di RSUD Sukamara?
Informan Pada dasarnya kami meldksdnakan pelayanan Program

Jamkesda di RSUD "Sukamara, mengacu pada Perbup
Nomor 21 Tahun. 2014, Tentang Perubahan Perbup Nomor
5 Tahun 2009, Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan”Daerah Kabupaten Sukamara, dan diperkuat
deéngan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Dinas
Kesehatan dengan RSUD Sukamara Tentang Pelayanan
Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan
Daerah Tahun 2013. Kebijakan inilah yang menjadi
pedoman kami dalam melaksanakan Program Jamkesda di

RSUD Sukamara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Kode Informan : Informan 2

Nama informan : WWT

Tanggal : 27 Maret 2013

Jam : 11.20 WIB

Tempat wawancara : Ruang Kasi Pelayanan Medik RSUD Sukamara
Topik wawancara : Sikap pelaksanaan kebijakan atau implementor

Pada pelaksanaan Program Jamkesda

Topik Wawancara

Peneliti Bagaimana menurut saudara pengurusan adminitrasi pasien

jamkesda di RSUD Sukamara?

Informan Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada pasien
Jamkesda, kami mengacy” pada’ apa yang sudah
disosialisasikan  oleh< pimpinan tentang Pedoman
Pelaksanaan Prograim Jamkesda di RSUD Sukamara. Ya
pastinya apa‘vang disampaikan oleh direktur harus kami

laksamakan Pak.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Kode Informan : Informan 3

Nama informan : IDR

Tanggal : 28 Maret 2013

Jam : 09.00 WIB

Tempat wawancara :Ruang Perawat Bangsal Rawat Inap RSUD Sukamara
Topik wawancara : Sikap pelaksanaan kebijakan atau implementor

Pada pelaksanaan Program Jamkesda

Topik Wawancara

Peneliti Bagaimana menurut saudara pengurusan adminitrasi pasien
jamkesda di RSUD Sukamara?
Informan Kalau menurut saya dalam memberikan pelayanan

kesehatan kami harus selalu’berddsarkan pada SOP, dan
terakit pelayanan pada ‘padsien Jamkesda selain SOP
pastinya kami juge-Mmengacu pada Pedoman Pelaksanaan
Program Jamkesda di RSUD Sukamara, seperti yang sudah

disanwpaikan pimpinan kepada kami.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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BUPATI SUKAMARA

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR #! TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR § TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa dengan adanya beberapa -perubahan mengenai anggaran
pada Program Jaminan Kesehatan Daerah khususnya pada Pos
Bantuan Transportesi dan/Akomrodasi, perlu dilakukan penyesuaian
pada Peraturan Bupati. Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Jaminari-Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara.

Mengingat : 1.

5.

Undang-Undang ‘Nomor 23 Tahun 1982 tentang Kesehatan
(Lembaran “Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaraiy Nagara Republik Indonesia Nomor 3485);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 4548),

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Soeial Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4456);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerda Dinas Deaerah Kabupeten

Koleksi Perpustakaan Ummm Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008

Nomor 8);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR § TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN

DAERAH KABUPATEN SUIKAMARA

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah
Kabupaten Sukamara ( Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun
2009 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal ® berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 8

(1) Pemberian obat-obatan bagi_peserta Jamkesda mengacu
pada ketentuan sebagai berikut:

a. formularium Rumah Sakit "

b. daftar Plafon Harga Obat(DPHO) PT. Askes (Persero) bagi
peserta Jamkesda.

¢. chat diluar formalanum Bumah Sakit dan DPHO dapat
dberikan dengan ~mengacu pada formularium RSUD
sepanjang berdesarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh
dokter yang merawat dan diketahui oleh kelua tim Jamkesda
atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Transportasi Tujukan pasien dan jenazah mengacu pada
ketentuan sebagai berikut;

8. nujukan dari Puskesmas ke RSUD dibebankan pada biaya
Operasional masing-masing Puskesmas.

b.'pengembalian dari RSUD ke Puskesmas dan atau tempat
tinggal pasienjenazah menjadi tanggung jawab RSUD dan
dibebankan pada anggaran Jamkesda, berlaku hanya pada
RSUD Sukamara.

- (3) Peserta tidak diperboiehkan mendapat manfaat ganda baik
dari program yang sejenis maupun anggaran lain dari
Pernerintah Dasrah seperti namun tidak terbatas pada contoh-
contoh berikut ini:

a. biaya pelayanan kesehatan, alat kesehatankacamata,
intra oculer lens (IOL), alat bantu dengar, alat bantu gerak,
bahan habis pakai, pemberian obat dan pelayanan darah
serta pelayanan kesehatan lainnya yang telah ditanggung
oleh PT. Askes (Persero), PT. Jamsostek, PT. Jasa Raharja,

m%mm,mmmwmmmﬂ

dan atau fihak ketiga lainnya;

b. blaya transportasi dinas yang telah
ditanggung oleh pemerintah daerah dan atau pihak ketiga
lsinnya;

c. biaya-biaya lain yang telah ditanggung oleh pihak ketiga.
(4) Lumpsum petugas pendamping dari RSUD disesuaikan

Koleksi Perpustakaan Umv{‘!ﬁ%ﬁm ?tlgp:)ﬂ::'inan d"":s Pegawai Negeri Sipil
Bupati yang beriaku.
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(1) Pada dasamya manfaat yang disediakan untuk peserta
Jamkesda bersifat menyeluruh berdasarkan kebutuhan medis
sesuai dengan standar pelayanan medik di RSUD dan Rumah
Sakutngukanyangcostehkhfdanraslorﬂ,btkmbermawng
tunai, kecuahbeberapahalyangdbatasadanﬂdakdﬁanh

{2) Biaya pengiriman dan pemeriksaan sediaan (Specimen) di
laboratorium yang ditunjuk:

. Keientuan Pasai 11 d dihapus sehingga keseluruhan Pasal 11
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 11

Manfaat yang diperoleh peserta di RSUD meliputi :

a. bahan habis pakai, alat kesehatan habis pakai, kacamata,
intra oculer lens (IOL), alat bantu dengar dan alat bantu gerak.

b. obat-obatan sesuai dengan formulafiri Rumsh Sakit dan
DPHO.

c. obat-obatan diluar daftar formularium Ramah Sakit dan DPHO
dapat ditanggung sepanjang berdasarkan kebutuhan medis
dan tidak atas pamintaan sendir’

d. dihapus

4. Pasal 12 dhapus

5. Ketentuan Pasal 18, ayat (2) diubah sehingga keseluruhan
Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Penysiuran’iangsung kepada apotik mitra yang ditunjuk oleh
dingktur, dengan ketentuan apotik mitra harus memenuhi
syarat sebagai berikut :

a: buka 24 jem;

b.bersedia meminjami tanpa jaminan pasien peserta
Jamkesda obat-obatan, alat kesehatan den bahen habis
pakai yang menjadi tanggungan RSUD selama instalasi
Farmasi RSUD belum dapat beroperas| 24 jam,;

c. selisih biaya akibat perbedaan kualitas atau metk alat
kesehatan dan bahan habis pakali serta obat yang
dipinjamkan dengan penggantian oleh instalasi farmasi
RSUD akan dibayarkan meilalui Jamkesda,

d. selish blaya sebagaimana yang dimaksud huruf ¢ termasuk
jasa apatik maksimal 10 % (sepuluh perseratus) dari harga
jual.

(2) Penyaluran langsung kepada petugas pendamping.

(3) Penyaluran langsung kepada Direktur Rumah Sakit untuk blaya
pelayanan kesehatan di RSUD

4) Penyaluranhngsmhapadablmkh:rRuthaldtmjukan

blaya pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan.

(6) Penyahnnhngmm kepada kepala unit trensfusi dareh di
Palang Merah Indonesia untuk biaya pelayanan dareh.

(8) Penyaluran la kepada perusahaan jasa pengiriman dan
Koleksi Perpustakaan UMS'WMMn untuk biaya pengiriman dan
pemeriksaan sediaan laboratorium.
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Pasal il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sukamara.
Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal ~3% .A/¢, 2011
)l
:.‘-.: A B .
Diundangkan di Sukamara e
padatanggal 3. rver, . 2011

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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BUPATI SUKAMARA

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

6.

KABUPATEN SUKAMARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! SUKAMARA,

Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan
dasar kesehatan bagi masyarakat,yang tidak mampu, karena
setiap orang berhak atas pelayanan(asar kesehatan yang layak;

bahwa berdasarkan pertimbangan/sebagaimana huruf a tersebut
diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor- 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran

Nagara Nomor 2465);

Undang-Undang-~MNomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupateri Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang- Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito
Timur 'diProvinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun
2002 riomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548),

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2005
tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2005 Nomor 10);

Peraturan Daeran Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatem

Koleksi Perpustakwsﬁmwmh Kabupaten Sukamara Tahun 2008
CHidr 8),
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Menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumiah Sakit Umudil Tidepah
Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008

Nomor 13) ;

Peraturan Bupati Sukamara Nomor 06 Tahun 2007 tertang
Pembebasan Restribusi Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar (Berita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud.dengan :

1.

w

N o

@

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Sukamdra.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Sukamara.

Rumah Sakit UmuinsDaerah, yang selanjutnya disingkat RSUD
adalah Rumah'Sakit Umum Daerah Sukamara.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara.

Kepala Diras adalah Kepala Dinas Kesehatan.

Pusat.._Kesshatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukamara.

Birektur adalah direktur RSUD.

Komite medik adalah komite medik RSUD.

Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara yang
selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian
layanan kesehatan bagi masyarakat yang anggarannya berasal
dari Anggaran dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sukamara.

Surat Keterangan Tidak Mampu selanjutnya disingkat SKTM
adaiah surat keterangan yang menyatakan seseorang adalah
berasal dari keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang.

Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut peserta adalah pasien
yang dapat menunjukan SKTM.

Keluarga miskin adalah keluarga yang telah ditetapkan dsn

Koleksi Perpustakifydiikars iiskiribbléh pejabat yang berwenang di Kabupaten

Sukamara.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

(1)

)

(1)

Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyele ﬁmgp
kegiatan dan jasa yang diberikan kepada orang pribadi

rangka observasi, penegakan diagnosa, pengobatan, pencegahan,
pemulihan dan peningkatan status kesehatan.

Tindakan Medik adalah tindakan yang bersifat individu yang
diberikan oleh tenaga medis berupa pemeriksaan, konsultasi dan
tindakan medik.

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan
kesehatan lainnya tanpa menginap dirumah sakit.

Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik
yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi
risiko kematian atau cacat.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observsi,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik: dan atau pelayanan
kesshatan lainnya dengan menginap di Rumaii Sakit.

Pelayanan Penunjang Medik adaiah ‘pelayanan kepada pasien
untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.

General Check Up adalah pemeriksaan fisik dan penunjang medis
secara lengkap yang diberikan Kepada seseorang atas permintaan
sendiri atau pihak yang berkepentingan.

IUR biaya (Cost sharing))adalah pembebanan sebagaian biaya
pelayanan kesehataiy kepada peserta PT. Askes (Persero) dan
anggota keluarganya.

Tim Koordinasi.Jamkesda adalah tim vang dibentuk Bupati
dengan malibatkan lintas sektor untuk melaksanakan koordinasi,
singkronisasi, pembinaan dn pengendalian program Jamkesda.
Tim Pelaksana Jamkesda adalah tim yang dibentuk Kepala Dinas
untuk mengelola dan menyelenggarakan Jamkesda di RSUD.

BAB i

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Jamkesda adalah untuk menjamin
terpeliharanya hak dasar masyarakat daerah atas pelayanan
kesehatan yang berkualitas.

Tujuan penyelenggaraan Jamkesda adalah untuk meningkatkan
akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat daerah.

BAB )l
PRINSIP PENYELENGGARAAN
Pacal 3

Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat

Koleksi Perpustakaggdshy thitiifuhy Jdit: bersama antara pemerintah pusat dan

Pemerintah Daerah.




(2)

Penyelenggara Jamkesda mengacu pada prinsip: 3

a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuilsgo' tdaf-
mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin dan
tidak mampu;

b. Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang
berlaku di fasilitas kesehatan yang ditunjuk;

c. Pelayanan terstruktur dan berjenjang;

d. Transparan dan akuntabel.

BAB IV
PESERTA PROGRAM JAMKESDA

Pasal 4

Peserta program Jamkesda terdin darni :

(1)

(2

(3)

h
td)

3)

4)

Orang tidak mampu penduduk daerah yang tidak terdaftar sebagai
peserta Jamkesmas yang dibuktikan dengan SKTM oleh pejabat
yang berwenang,

Bayi Baru lahir dari peserta program)Jamkesda yang dibuktikan
dengan surat keterangan direkturataiipimpinan Puskesmas;

BAB V
TATA LAKSANA PELAYANAN

Pasal-&

Setiap peserta,” progiram Jamkesda berhak mendapatkan
pelayanan keséhatan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan gawat
darurat seria jpelayanan kesehatan lainnya di RSUD dan Rumah
Sakit rujukanyang ditunjuk.

Pelayanan/ Kesehatan dalam program Jamkesda menerapkan
pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan.

Untux mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD peserta harus
menunjukan SKTM dah 8urat rujukan dari Puskesmas.

Pasal 8

Pada keadaan gawat darurat peserta wajib dilayani tanpa
memperhatikan kartu peserta dan surat rujukan.

Kriteria diagnosa keadaan gawat darurat sebagaimana tercantum
dalam lampiran peraturan Bupati inl yang merupakan bagian tak
terpisahkan.

Peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan atau
keluarganya wajib menunjukan surat rujukan dan SKTM dalam
waktu 3 x 24 jam ( tidak termasuk hari libur ).

Pada kondisi tertentu bila dalam waktu 3 x 24 jam peserta dan atau
keluargarya tidak depal menunjukan surat rijukan dan kartu
peserta, Direktur atau pejabat yang ditunjuk dapat menyatakan

Koleksi Perpustaka%wgﬁsﬁgﬂm%ﬁmi peserta.
(5) Kond

isi tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4)
malirii anfara lain anoiv tariantar nacien tardantar nalandanaan



(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3

4)

(1)

@)

@)

rasay 1

Seluruh fasilitas kesehatan baik yang dimiliki maupun tidgﬁgimiwgf
oleh Pemerintah Daerah yang berlokasi di daerah wajib memberi

pelayanan gawat darurat kepada peserta.

Fasilitas Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
berkewaijiban mengantar pasien gawat darurat ke RSUD.

Biaya pelayanan kesehatan, biaya transportasi pasien gawat
darurat yang ditangani oleh fasilitas kesehatan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) dapat di klaim ke tim pelaksana Jamkesda
sesuai ketentuan tarif pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 8

Penggunaan SKTM dan surat rujukan hanya beriaku untuk setiap
kali pelayanan kecuali pada kondisi pelayanan lanjutan yang terkait
dengan penyakit sebelumnya.

Peserta harus menunjukan surat rujukan dan SKTM di sentra
Layanan administrasi RSUD yang kemudian diverifikasi
kebenarannya oleh Tim Pelaksana Jamkesda:

Apabila berkas dinyatakan lengkap, tim \peilaksana .Jamkesda
menerbitkan Surat Jaminan Perawatan (SJP) dan peserta
selanjutnya dapat memperoleh pelayanarn kesehatan.

Pasien rawat inap peserta pemegang SKTM yang bermaksud
menggunakan layanan kesehatan yang dibiayai oleh program
Jamkesda sejak awal harus ‘menandatangani surat pemyataan
akan menggunakan sertd bersadia menempati ruang perawatan

kelas |lI.

Pasal ©

Pemberian obat<obatan bagi peserta Jamkesda mengacu pada

ketentuan sébagaiberikut:

a. Formularium Rumah Sakit bagi peserta Jamkesda, serta
pemegang SKTM,; -

b. ‘Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) PT. Askes (Persero) bagi
peserta PT. Askes (Persero),

c.) Obat diluar formalarium Rumah Sakit dan DPHO dapat
diberikan dengan mengacy pada formularium RSUD
sepanjang berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh
dokter yang merawat dan diketahui olsh ketua im Jamkesda
atau pejabat yang ditunjuk.

Transportasi rujukan pasien dan jenazah mengacu pada ketentuan

sebagal berikut;

a. Rujukan dari Puskesmas ke RSUD dibebankan pada biaya
Operasional masing-masing Puskesmas;

b. Pengembalian dari RSUD ke Puskesmas dan atau tempat
tinggal pasien/fjenazah menjadi tanggung jawab RSUD dan
dibebankan pada anggearan Jamkesda;

¢. Rujukan dan rujukan balik pasien dari dan ke RSUD serta dari
dan ke Rumah sakit rujukan dibebankan pada anggaran

Jankesda.
Peserta tidak diperbolehkan mendapat manfaat ganda baik dari

: maupun anggaran lain dai Pemerintah
Koleksi Perpustak%mnem[% 2! as pada cont | toh berikut ini:

a. Biaya pelayanan kesehatan, alat kesehatankacamata, intra



pelayanan kesehatan lainnya yang telah ditaqgg;.g&g Hleh
PT. Ackes (Perserc), PT. Jamsostek, PT. Jasa Razhara,

asuransi lain yang sejenis, perusahaan yang memperkerjakan
dan atau fihak ketiga lainnya,;

b. Biaya lransportasi rujukan/perjalanan dinas yang telah
ditanggung ocleh pemerintah daerah dan atau pihak ketiga
[ainnya;

c. Biaya-biaya lain yang felah ditanggung oleh pihak ketiga.

BAB Vi
MANFAAT YANG DIPEROLEH PESERTA
Pasal 10

(1) Pada dasarnya manfaat yang disediakan untuk peserta Jamkesda
bersifat menyeluruh berdasarkan kebutuhan\iedis sesuai dengan
standar pelayanan medik di RSUD dan Rumah Sakit rujukan yang

cost efektif dan rasional, bukan berupa uang tunai, kecuali
beberapa hal yang dibatasi dan tidgak dijamin.

(2) Biaya transportasi rujukan sasien peserta Jamkesda dibatasi
hanya pada Rumah Sakit / {asilitas kesehatan sebagai berikut :

a. Rumah Sakit Umupi Daerah Kabupatéen Siikamara
b. Ruamah Sakit Limum Daerah Sultan Imannudin Pangakalan

Bun
¢. Rumah Sakit Unum Pusat dr. Karyadi Semarang

d. Rumah Sakit Urnum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya

(3) Biaya spengiriman dan pemeriksaan sediaan (Specimen) di
laboratorium yang ditunjuk.

(4) Ksetentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak
diberikan kepada peserta sebagaimana ynag dimaksud pada pasal
d'huruf b.

Pasal 11
Manfaat yang diperoleh peserta di RSUD meliputi:

a. Bahan habis pakai, alat kesehatan habis pakai, kacamata,
Intra oculer lens (IOL), alat bantu dengar dan alat bantu gerak;

b. Obat-obatan sesuai dengan formularium Rumah Sakit dan DPHO,

c. Obat-obatan diluar daftar formularium Rumah Sakit dan DPHO
dapat ditanggung sepanjang berdasarkan kebutuhan medis dan
tidak atas permintaan sendin,

d. Keluarga pasien selama dirawat di RSUD dapat mendapatkan
bantuan biaya maken sesuai standar peasien kelas Ili untuk
maksimal untuk 1 { satu ) Orang.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Pasal 12

Bagi Pasien peserta vang karena indikasi madis harse dirujuk ke
Rumah Sakit rujukan yang ditunjuk akan memperoleh manfaat sebagai
berikut;

a. Bantuan biaya transportasi ke dan dari rumah sakit rujukan untuk
pasien, keluarga pasien maksimal 1 (satu) dan 1 (satu) orang
pétugas pendamping dari RSUD,

b. Jumiah tiket yang dapat disediakan untuk pasien yang menurut
pertmbangan medis harus berbaring pada saat pengangkutan
maksimal 8 (enam) orang;

c. Bantuan uang saku keluarga pendamping pasien Rp. 50.000,- (Lima
puluh ribu rupish) perhaii yang diberikan imaksimal 5 (lima) hari;

d. Lumpsum petugas pendamping dari RSUD disesualkan dengan
ketentuan pejalanan dinas Pegawai Negen Sipil sesuai ketentuan
dalam peraturan Bupati yang berlaku;

Pasal 13

Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Rumah Sakit rujukan untuk pesents
mencakup:

Pelayanan tindakan medik;

Pelayanan Obat, bahan dan alat kesehaan habis pakai;
Pelayanan penunjang diagnostik;

Pelayanan darait,

Pelayanan Kesehatan lainnya.

*PQO0®

Pasal 14

Pelayanan yang dibatasi adalah :

a. “Kacamata hanya diberikan pada pasien yang membutuhkan lensa
koreksi minimal +1/-1 dengan nilai maksimal Rp. 150.000,- (seratus

lima puluh ribu rupiah) berdasarkan resep dokter;

b. Intra Oculer Lens (IOL) sesual resep dokter spesialic mata
berdasarkan harga paling murah yang tersedia di dasrah ;

¢. Alat bantu dengar sesual resep dokter spesialis THT dengan harga
paling murah yang terdapat di deerah,; |

d. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) sesuai
resep dokter dan disetujul oleh direktur atau pejabat lain yang
ditunjuk dengan mempertimbangkan bahwa alat tersebut
dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta
berdasarkan harga paling murah yang terdapat di daerah;

e. Pelayanan penunjang diagnostk canggih dibérikan hanya pada
kasus penyelamatan jiwa (life saving) dan kebutuhan penegakan

diagnosa yang sangat diperiukan melalui pengkajian dan
Koleksi Perpustakapérigevaatisteolenkimite medik.



Pelayanan yang tidak dijamin / tidak ditanggung adalah :

oo oW

™

—
-

Pasal 15
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Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosdur dan ketentuan;
Bahan, Zat dan tindakan vang bertujuan untuk kosmetik:

General check up;

Protesis Gigi Tiruan (gigi palsu);

Pengobatan alternatif dan pengobatan lain yang belum terbukti
secara ilmiah;

Rangkaian pemeriksaan pengobatan dan tindakan dalam upaya
mendapat keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan
impotensi (lemah syahwat);

Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana;
Pelayanan kesehatan daiam rangka kegiatan bakti sosial,

Upaya bunuh diri, melukai diri sendin, menyakiti diri sendiri dan
atau terlibat kegiatan yang melanggar hukum sebagai berikut
namun tidak terbatas pada meminum minuman keras, bunuh diri,
balapan iiar, terlibat kerusuhan dan atau tindakan kriminal lainnya;
Selisih biaya pelayanan kesehatan karena perbedaan tarif kelas
pérawatam karena memilih kelas perawatan yang lebih tinggi dari
haknya;

BAB VIl

SUMBER DAN ALOKAS! PEMBIAYAAN
Pasal 16

Sumber pembiayaan program/ Jamkesda berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Beianja/Daerah yang dialokasikan meilalui DPA=SKPD

Dinas Kesehatan.

(0

(2)

)

(1)

BAB Vlii

PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN PENERIMAAN
Pasal 17

Panerimaan RSUD yang berasal dari Jamkesda adalah peneriman
daerah yang harus disetorkan ke kas daerah

Penggunaan penerimaan RSUD yang berasal dar Jamkesda
didasarkan pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku.
Pertanggungjawaban, peruntukan dan penggunaan dana akan
diaudit oleh Inspektorat daerah dan atau aparat pengawas

fungsional lainnya.
BAB IX
PENYALURAN DANA
Pasal 18

Penyaluran langsung kepada apotik mitra yang ditunjuk oleh
direktur dengan ketertuan apotik mitra narus rmemenuhi syarat
sobagai berikut:

Koleksi PerpustakaanBukaddijamTerbuka
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c. Selisih biaya akibat perbedaan kualitas atau, jnedq gigt
kesehatan dan bahan habis pakai serta obat yang dipinjamkan
dengan penggantian oleh instalasi farmasi RSUD akan

dibayarkan melalui Jamkesda;
d. Selisih biaya sebagaimana yang dimaksud huruf ¢ termasuk
jasa apotik maksimal 10 % (sepuluh perseratus} dan harga jual.

Penyaluran iangsung kepada petugas pendamping dan keluarga
untuk uang saku.

Penyaluran langsung kepada Direktur rumah sakit untuk biaya
pelayanan kesehatan di RSUD

Penyaluran langsung kepada Direktur rumah sakit rujukan untuk
biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan.

Penyaluran langsung kepada kepala unit transfusi darah di
Palang Merah Indonesia untuk biaya pelayanan darah.

Penyaluran langsung kepada perusahaan, jasa pengiriman dan
atau laboratorium rujukan  untuk  biaya- “pengiriman dan
pemeriksaan sediaan laboratorium.

Penyaluran langsung kepada optik, apotik, pasien dan keluarga
pasien untuk biaya pengganti kacamata, intr ocule lens (IOL), alat
bantu dengar dan atau alat baritu gerak.

BAB X
PENGQORGANISASIAN

Fasal 19
Bupati membantuk tim Kocrdinasi Jamkesda.
Kepala Dinas membentuk tim pelaksana Jamkesda di RSUD.

BAB XI
SANKSI| ADMINISTRAS!
Pasal 20

Fasilitas kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 yang
tdak memberikan pelayanan gawat darurat diberikan sanksi

administrasi sebagai berikut:

a.

Bagi fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah
didasarkan pada ketentuan tentang peraturan disiplin pegawai
negeri;

Bagi fasilitas kesehatan yang tidak dimiliki oleh pemerintah daerah
dapat berupa teguran atau pencabutan ijin operasional.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




BAB XH

KETENTUAN PENUTUP 41350.pdf
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Benta Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan/di Sukamara
pada tanggal— 12 4dpri- 2009
BUPATI SUKAMARA

}

/AHMAD DIRMAN

AMA MUDA
NIP.18601003 198703 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2009 NOMOR 5

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKAMARA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAMARA

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESFRTA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

TAHUN 2013
Nomeor 1 440/ 010 .0/ Dinkes / 2013
Nomor : 445/ o0oq 4/ RSUD /2013

. 41350.pdf

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas (*02 - 01 ~ 2013 ),
bertempat di Sukamara, yang bertanda tangan dibawah ini ;

1.

drg. JUNAIDIN TARIGAN, Ph. Kepala Dinas Kesehdtari-Kabupaten Sukamara yang
berkedudukan dan berkantor di Jalan Tjilik Riwut Km. 7,5 Suksmara, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Suldomaral yang untuk selanjutnya disebut
scbagai *7"THAK PERTAMA™.

2. dr. EFLIN NM SIANIPAR, Dircktur Ruriab-Sakit Umum Daerah Sukamara, yang

berkedudukan dan betkantor di jalan Tjilik RiwutdNo. 35 Km. 5,5 Sukamara dalam hal iui
bertindak untuk dan atas nama RSUD Sukamara , yang untuk selanjutnya disebut sebagai “

PIHAK KEDUA”",

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama — sama disebut “PARA PIHAK”
dan secara sendiri — sendiri disebut “PIHAK”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK XEDUA mongadakan perjanjian kerja sama (sclanjutnya discbut
“Perjanjian™) dengan ketentuan —~ketentuan scbagaimana diatur lebih lanjut dalam pevjanjian ini.

DASAR HUKUM
Pasal !

1} Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3)

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4) Persturan Pemeriniah RI Nomor 23 tashun 2005, tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengeiofaan

Keuangan Badan Layanan Umnum;
5) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1234/Menkes/SK/VIIV2005, tanggal 11 Agustus 2005

tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumsh Sakit Perusahasn Jawstan (PERJAN) menjadi
Unit Polaksane Teknis (UPT) Departemen Kesehstan dengan menerapkan Pola Pengelolssn

Keusngan Badan Layanan Umum;

32

Keschatan Daerah Kabupatcn Sukamara;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Peraturan Dserah Kabupaton Sukamara Nomor 09 tahun 2010 tentang Retribusi Jesa Umum;
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KETENTUAN UMUM
Pasal 2

— istilah oan finse — fiasc O Sawah ind

memiliki pengertian — pengertian scbagai berikut :
13 Dimes Keschwiaw Kabupaten Sukamara adalah Satuan Ketja Perangkat Daerah Kabupaten

|||||

Sukamara yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupam) Subiinars.

2) Rumak Sakit Umum Daerah Sukamara yang selanjutmya disebut RSUD Snkamara adalah

3)

D

2)

3)

Saman Kega Perangkst Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamare yang

bertanggungjawab kepada Bupati Sukamara.

Pasien adaish masyarakat miskin yang tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan

Masyarakat Pemeriniah Pusat dav menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui
Sukeamara.

Dinas Xesehatan Kabupaten

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA
Pasaf 3

PIHAK PERTAMA dan PIHAX KEDUA mengadakan Perjanjian Keriasams ini didssarkan atas
kesepakatan bersama dalam pelaysnan keschatan rawa Jaban duni Jswat inop Sagt wasvarakal
miskin diluar kuota kabupaten Sukamara.

PIHAK PERTAMA menunjnk PIHAK KEDUA dalsm pelayanan keschatan rawst jalan dan
rawst inap bagi masyarakat miskin yaog Cdek diamid vk Srogram Jemioan Kesehatan
Masyarakat Kabupnten Sukamara melalui Kementerieri Keschatan Republik Indonesia Yang
dinystakan dengan Surat Jaminan dari Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas

Keschmtan Kabupsten Sukamam.
PIHAK KEDUA dengan bates-batas fasilitas ang dimiliki bersedia memberikan pelayanan

keschatan rawsat jalon dan rawst inep bagi masyarakat miskin dilusr kuota Kabupaten Sukamara
yang tidsk dijamin oleh Program Juminen Kesciamr Masyarmket melaini Kementerian
Kesehstan Republik Indonesia yang (dinyatakan dengan Surat Jaminan dari Pemerintah
Kabupatan Sukamara mefalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamera.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Ketjasama ini dimakoudkan scbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan kepada
Sukamnara yang tidek dijamin oleh Program

Perjeujian
mwﬁﬁkhmhgmymhtmmm
Masyarakist melalul Kementerian Keschatan Ropublik Indonesia yang dinyatakan

semivan Keschatan

dengan Surat Jaminan dar) Pemerintah Kabupeten
Sukamnara, yong menderita saii: den membutubkan pemerikssan, perawatan dan pengobeten di RSUD
Sukamars,

2

Sukamsra melalui Dinss Keschatan

RUANG LINGKUP
Pasal §

Keschatan Kabupsten Sukamare tertanggung
Pelayanan Keschatan schegaimens dimeksud pada syst (1) peds passl ini adaish pelayansn
keschotan yang mengacu pada Pedoman Pelsksanmmn Samkosmns tshwn 2010 berdesaskan SK.
Menkes Nowor : 686/A%onkes/SK/V1/2010 dan ketemtuan-ketesstusn yang belaku.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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KETENTUAN TARIF
Pasal 6

Biaya pelayanan kesehatan scbagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (Z) sesusi iasif RSUD
Sukamara yang berlaku (untuk rawat jalan dan gawat darurat) dan untuk rawat inap serta pemeriksaan
penunjung (labomatorium, radiclogi, dll ) sesuai dengan tarip kelas 111,

KETENTUAN PELAYANAN
Pasal 7

1) Masyarakat miskin Kabupaten Sukamare dari PIHAK PERTAMA, yang akan/periu
mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap dari PIHAK KEDUA
berdasarkan perjanjian kerjasmma ini, hawus menunjuken Surat Jaminan Perawatan dari
PIHAK PERTAMA C/q. Dinas Kesechatan Kabupaten Sukamara.

2) Dalam keadasn darurat, masysrakat miskin diluar kuota Kabupafen Sukamara yang
tertanggung oleh PIHAK PERTAMA dapat menyershks.n Supit Jaminan Perawatan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling fambat 3 x 24 {am sejak pasien masuk
rawat inap.

3) Pejabat yang berwenang menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan pelayenan
keschatan scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, &dalsli Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukamara atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Fejabat Pclakssns Harian. 7}

4) Apabila sampai dengan pasien Jinyatakan boleh pulang, karena sesustu ha! Surat Jaminaf
Perrwatan belum diterima ofeh PIHAK KEDUA fnaka Ecpada pasien terscbut diberiakukan

scbagai pasien umum,

PENEMPAT AN PASIEN
Pasal 8

1) Penempatan pasies PIHAK PERTAMA vang memerlukan poiayanan keschatsu rawat inzp di
rumah sakit milik PIHAK KEDUA~ diusashakan dikelas perawatan sesuai peraturan yang
berlaku dalam lingkungan PTHAK PERTAMA adalah kelas I11.

2) Penempatan pasien PIHAK PERTAMA berbak mendapstken pelayansn hesehatan dan
perawatan yang dilekukan sesuai dengan indikasi medis dari PIHAK KEDUA.

TATACARA PENAGIHAN, PEMBAYARAN DAN SANKS! ADMINISTRAS!
Pasal 9

1) Penagihan biayas pelayanan keschatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
dilakukan dengan molengkapi dokumen pendukung berupa Surat Jaminan Perawsatan, data
rincisn biaya pemeriksaan, tindakan dan obat-cbaten sertn kwitansi yeng dibust dalam
rangksp 2 (dua) Surat Rujoksn dari Puskesmas.

2) Penagihan biaya pelayanan kesehatan olch PIHAK KEDUA setisp tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikntrrya dan pembayaran techadap tagihan sebagaimana tersebut ayst (1) dibayarkan oleh
PIHAK PERTAMA kepads PTHAK KEDUA sctelsh mendapatken SPZD dari DPKAD dan
ateu paling lambeat akhir bulan tagihan.

3) Duism hal PIHAK PERTAMA tidak bisa membsyar tepst pada waktunya stan kursng
mombayar, dikenakan sanisi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dus perseratus)scriap
bulan dari retribusi yang terutang atau kurang beyar.

4) Pembayarsn dilakuken olek PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara langsung
atau melalii rekening Bendshara Penerimasn RSUD Sukamars, Nomor : 0401-202-

000001091 -~

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka e
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Dalain hai terjadi perubahan taiip dalan masa bedekinya pedjasjion Kedjasaiina ini, makg
PIHAK KEDUA melalui Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana akan memberitahukan

secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) buylan sejak
diberlakukannya tarip baru.

wn
S

1IAK DAN XKEWAIIBAN PARA PIHAK
Pasal 10

1) PIHAK PERTAMA berhak :
Mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan
perawatan yang perlu dilakukan sesuai dengan indikasi medis dari PIHAK KEDUA.

2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
c. Membayar tagihan biaya pelayanan keschatan rawat inap dan rawat jalan sesuai tagihan

yang disampaikan PIHAK KEDUA sesuai pelayanan yang telah diberikan dengan tepat
waktu

d. Memberikan kepada PIHAK KEDUA contoh Surat Jaminan Peraivstan dengan tanda
tangan pejabat yang berwenang menandatanganinya, untuk ‘mendapatkan pelayanan
keschatan rawat inap dan rawat jalan Gi tempat PIHAX KEDUA |

o

3) PIHAK KEDUA berhak :
c. Mengajukan kepada PIHAK PERTAMA untuk\(mendapatkan pembayaran biaya
pelayanan kesehatan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
d. Mengkonfirmasikan kepada PIHAK PERTAMA apabila tanda tangan yang tercantum
dalam Surat Jaminan tidak sesuai dengan-contoh Surat Jaminan dan tanda tangan yang

diberikan PIHAK PERTAMA.

4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
Memberikan pelayanan keschatan decngan beil: kepada pasien PIHAK PERTAMA sesuai
dengan diagnosa dan merupakan'perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau
luka badan yang diderita sertd sesuaj dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika
medis yang berlaku,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 11

3) Setelah kedua belah’ pihak sepakat untuk melaksanakan perjenjian kerjasama ini, dan
menandstanganinya, maka masing-masing pihak saling mengevaluasi terhadap pelaksanaan
perjanjian kerjasama ini.

4) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui Unit Kezja terkait melaiukan pengawasan

dan pengendalian atas pelaksanaan Perjanjian Kegjasama ini.

SANKSI PEMBATALAN
Pasal 12

1) Apabila salah satu pihak sccara sengajs tidak memenubi kewsjibsnnya ysng dibuktikan
dengan bukti otentik dan pihak yang lain sudsh memberitabukan perihal tersebut, 3 (tiga) kaki
berturut-turut dalam jengka waktu l(m)hdm,ahntenplmﬁchkmmh
mmmmwmmdmmwmmpmm

Kerjasama ini
2) mmmmwmmmdmmxmmm
PIHAK PERTAMA dspet membatalkan pegjanjisn kegjasama ini, seiclsh scbelummya
memberitahukan secars iertulis kepada FIIAK KEDUA. .
4
¢

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



WAy e, L

3

D

2)

1)

2)

3

4)

Y
2)

t)
2)

3)

41350.pdf

Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk
menyelesaikan hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua beigh pihak mengenai
Perianjian Kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara
musyawarah dan mufakat.

Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, maka pihak yang merasa
dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalor hukum yang

berlaku.

FORCE MAJEURE
Pasal i4

Yang dimaksud Force Majeure daiam Perjenjian Kerjasama ini adaleh peristiwa-peristiwa
yang terjadi diluar kekuasaan kedua beial pihak yang berakibst fidak )dapat dlpenuhmya
Perjanjian Kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti ; @empa bumi, angin topan,
banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, penmgokm umudn, huru-hara, sabotase,
perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kcbijaksanarn pemerintah/penguasa.

Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada syat(1) pasal ini, maka pihak yang
terkena Foce Majeure harus memberitahukan secara tértulis kepada pihak lainnya selambat-
lambatnya dalam waktu 1 (satu) buiar sejak tcrjodinya peristiwa stau berakhimya kajadian
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Setiap terjadi keadaan Kahar / Force Majeure, senua surat keterangan yang menyatakan
tejadinya peristiwa keadsan kahar / force mgjcurs tersebut yang dibuat pihal: yang mengalami
peistiwa keadaan kahar / force majeure, wajib 'disyahkan oleh instansi Pemerintah setcmpat
vang berwenang, yang menyatekan &pe;kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana
kahar / force majeure tersebut terjadi.

Kedus belak pihak dibebaskan nntuk mefaksanakan kewajiban-kewajiban yang distur dalem
perjanjian kerjasama ini apabila i@l tersebut diakibatkan oleh force majeure.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 15

Perjmnjian ketjasama ini berlaku jangka wakiv 1 (setu) tahon terhitung mmulai tanggal 01

Januari 2013 sampai dengaa 31 Desember 2013.
Pongakhiran Pogjanjisn Kerjasama ini tidak membebaskan kedus belsh pibak umtuk

menyelesaikan kewajlbannya yang sedang begjsisn,

LAIN ~ LAIN
Pasal 16

Hal-hal yaag belum diatur dalam perjanjian ini aksn ditentukan kemudisn berdasarkan

mmmmmmmmm kerjasama ini akan
inn
Mﬂmﬁmﬁﬁsﬂnwﬁjmkﬂmhhhmh&mmuﬂn
tek terpisahikan dasi pegjanjian kecjasams

mmpembamhmnlm-mmymu schubungan dengan perjanjian kesjasama inl
d:umpnﬂmdamalm-ahmbpuh
PIHAK PERTAMA  : Dinas Keschatsn Kabupaten Suiamars

Ji. Tjilik Riwat Km. 7,5 Suksmera 74172

Koleksi Perpustakaantlp)y Feil 30532y D66
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PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara
31 T3ilk Rivnw Na 35 Km. 5.5 Sukamara

Telp. 0532 - 24752, Fax; 0532 - 26753

PENDITUP
Pasal 17

1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari
pihak manapun dan ditandatangani diatas maiciai secukupnya serta memnunyai kekuatan hukum
yang sama dan dapat diperbanyak daiam beniuk foic <opy sesuzi kebutuhan apabila diperlukan.

2) Perianjian Kerjasama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak

pada hari dan tangge! sebagaimana tersebut diains.

PIHAK PERTAMA PIHAK KXEDUA
m DINAS KESEHATAN DIREK'T?R RSUD SUKAMARA
(J'a‘f.‘%/—-s'-..:...ﬁiiﬂiﬁ':.." T";
3 REatAeTM : “{ R3 G =
I \ * \ J A3 f.. -
'“e\""', AR R Pembina TR LT Penata

R 19700314 200012 1 008 NIP. 19760611 200604 2 028

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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BUPATI SUKAMARA

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR € TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

bahwa dengan adanya beberapd, perubahan mengenai anggaran
pada Program Jaminan Kesetiatan® Daerah khususnya pada Pos

Bantuan Transportasi dan Akomodasi, perlu dilakukan penyesuaian

pau

ada Persturan Bupati Momor & Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukamara.

Mengingat : 1.

5.

Undang-Undarg\ Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran ~Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Négara Republik Indonesia Nomor 3495);

Undarg-Undang Nomor 5 Tehun 2002 tentang Pembentukan
Kabupdaten~ Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Deerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); .
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 fentang Sistem Jaminan

Soelal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4468);
Peraturan Daersh Kabupeten Sukamsra Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Keda Dines Daerah Kabupeten

Koleksi Perpustakaanwm Daerah Kabupaten Sukamera Tahun 2008

Phavad inmm: Disnadl hidrarmare Moamear 2 Talham 2007 tantana
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MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR §
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

Pasa! |l

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun
2009 teniang Pedoman PFeiaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah
Kabupaten Sukamara ( Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun
2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daernh Kabupaten Sukamara
Tahun 2011 Nomor 21), diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 18
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 18
(1) Penyaluran tangsung kepada apotik mitra yang ditunjuk oleh
direktur dengan ketentuarn apcotik mitra harus memenuhi syarat
sebagai berikut :
a. buka 24 jam;
b. bersedia meminj2ini tanpa jaminan pasien peseria
Jamkesda _obat-obatan, alat kesehatan dan bahan habis

pakai yang \menjadi tanggungan RSUD selama instalasi
Famasi RSUD belum dapat beroperasi 24 jam;

c. seligih higzya akibat perbedaan kualitas atau merk alat
kesebaian dan bahan habis pakai seria obat yanp
diinjamkan dengan penggantian oleh instalasi farmasi
RSUD akan dibayarkan melalui Jamkesda,;

d, selisih biaya sebagaimana yang dimaksud huruf ¢ termasuk

jasa apotik maksimal 10 % (sepuluh perseratus) dari harga
jual.
(2) Penyaluran langsung kepada peiugas pendamping dan pasien.
{3) Penyaluran langsung kepada Direktur Rumah Saxkit untuk blaya
pelayanan kesehatan di RSUD

(4) Penyaluran langsung kepada Direktur Rumah Sakit rujukan
untuk biaya pelayanan kesehatan di ramah sakit rujukan.

(5) Penyaluran langsung kepada kepala unit transfusi darah di
Palang Merah indonesia untuk biaya pelayanan darah.

(6) demwummmmmmm

atau laboratorium rujukan untuk blaya pengiriman dan
permeriksaan sediaan laboratorium.
(7' Penyakman langsing kepada optik apoti, untuk biaya

pengganti kacametsa, !mraoculebm(IOL).datbumdenoaf
dan atau alat bantu gerak.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Pasal li

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukamarn,

Ditstapkan di Sukamara _
pada tanggal 2 Jonuar) 2012
2+ BUBRTI BUKAMARA,
o

 V

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 7 Fanuar 2012

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2012 NOMOR

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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